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Oleh 

 

 

Ulia Tirafike Arbalen   

 

 

Tindak pidana pembunuhan siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji ini bermula 

ketika pelaku membawa anak korban ke kebun karet, lalu melakukan kekerasan, 

pemerkosaan, dan penusukan hingga anak korban meninggal dunia serta adanya 

upaya menghilangkan barang bukti dari pelaku. Pengungkapan kasus ini 

berlangsung cukup lama karena minimnya saksi dan barang bukti yang membuat 

proses penyidikan secara konvesional sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, 

penyidik menerapkan metode Scientific Crime Investigation sebagaimana diatur 

dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 

Penerapan metode ini sangat penting untuk memenuhi standar pembuktian pidana 

di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang menimbulkan keyakinan hakim. Maka, 

berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah 

penerapan Scientific Crime Investigation dalam pembuktian perkara tindak pidana 

pembunuhan dan faktor penghambat dalam penerapan Scientific Crime 

Investigation pada kasus tindak pidana pembunuhan. 

 

Pendekatan  penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan 

meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum 

tertulis, yang didukung dengan pendekatan empiris untuk mengkaji bagaimana 

hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat.  Jenis data yang digunakan 

meliputi data primer melalui wawancara dengan narasumber serta data sekunder 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Penentuan narasumber terdiri dari hakim, jaksa, penyidik, dokter forensik, dan 

dosen. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa  

penerapan Scientific Crime Investigation  (SCI) dalam perkara tindak pidana 

pembunuhan siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji berdasarkan pada tiga (3)  

bidang yaitu identifikasi, kedokteran forensik, dan laboratorium forensik. 

Identifikasi membantu menemukan pihak-pihak terkait, namun nilai 

pembuktiannya kurang akurat. Kedokteran forensik melalui visum et repertum 

memberikan bukti kuat mengenai sebab kematian. Laboratorium forensik, 

khususnya pemeriksaan DNA, menghasilkan bukti ilmiah yang sangat kuat dalam 

menghubungkan pelaku dengan korban. Kedua bidang ini menjadi inti pembuktian 

ilmiah di persidangan. Meski demikian, penerapan SCI masih terhambat oleh 

keterbatasan fasilitas (terutama ketiadaan lab DNA di Lampung), kurangnya 

penyidik, kendala koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang 

sering merusak TKP. 

 

Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini yaitu kepada pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu 

meningkatkan ketersediaan sarana dan fasilitas forensik, khususnya akses terhadap 

labolatorium forensik DNA. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memperkuat 

koordinasi antar instansi serta pemerataan jumlah penyidik, dan masyarakat perlu 

diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keaslian TKP. Dukungan tersebut 

diharapkan dapat mempercepat, meningkatkan kualitas, dan menjamin objektivitas 

proses penyidikan. 

 

Kata kunci: Scientific Crime Investigation (SCI), Forensik, Pembuktian.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SCIENTIFIC CRIME 

INVESTIGATION IN THE PROOF OF MURDER CASES  

(Study of Decision Number: 425/Pid.B/2024/PN Mgl)  

 

 

By 

 

Ulia Tirafike Arbalen   

 

 

The criminal act of murdering a student at SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji 

began when the perpetrator took the victim to a rubber plantation, where he 

assaulted, raped, and stabbed her to death, and then attempted to destroy the 

evidence. The investigation of this case took a long time due to the lack of witnesses 

and evidence, which made conventional investigation methods difficult to 

implement. Therefore, investigators applied the Scientific Crime Investigation 

method as stipulated in Perkapolri Number 6 of 2019 concerning Criminal 

Investigation. The application of this method is very important to meet the 

standards of criminal evidence in Indonesia as stipulated in Article 183 of the 

Criminal Procedure Code, which requires at least two pieces of valid evidence that 

convince the judge. Therefore, based on this, the issues are how to apply Scientific 

Crime Investigation in proving criminal homicide cases and the obstacles to 

applying Scientific Crime Investigation in criminal homicide cases. 

 

This research approach is a normative legal approach, which involves examining 

and reviewing legislation and written legal materials, supported by an empirical 

approach to examine how the law is implemented in society. The types of data used 

include primary data obtained through interviews with informants and secondary 

data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary 

legal materials. The informants consisted of judges, prosecutors, investigators, 

forensic doctors, and lecturers. All data obtained were analyzed qualitatively. 

 

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the 

application of Scientific Crime Investigation (SCI) in the criminal case of the 

murder of a student at SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji was based on three (3)  
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fields, namely identification, forensic medicine, and forensic laboratory. 

Identification helps to find the parties involved, but its evidentiary value is less 

accurate. Forensic medicine, through autopsy reports, provides strong evidence 

regarding the cause of death. Forensic laboratories, particularly DNA testing, 

produce very strong scientific evidence linking the perpetrator to the victim. These 

two fields form the core of scientific evidence in court. However, the application of 

SCI is still hampered by limited facilities (particularly the absence of a DNA 

laboratory in Lampung), a shortage of investigators, coordination issues, and low 

public awareness, which often leads to the destruction of crime scenes. 

 

The author recommends that the central and regional governments, together with 

the Indonesian National Police, improve the availability of forensic facilities, 

particularly access to DNA laboratories. Law enforcement agencies also need to 

strengthen inter-agency coordination and ensure a balanced number of 

investigators. In addition, the public needs to be educated on the importance of 

maintaining the integrity of crime scenes. These measures are expected to 

accelerate and improve the quality of the investigation process, as well as ensure 

its objectivity. 

 

Keywords: Scientific Crime Investigation (SCI), Forensics, Evidence. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, hal 

ini diwujudkan melalui sistem hukum guna menegakkan ketertiban dan melindungi 

setiap hak-hak warga negara. Prinsip keadilan ini erat kaitannya dengan prinsip 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam 

Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam kerangka hukum yang menjadi 

acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam penanganan 

perkara tindak pidana. 

Tindak pidana memiliki makna yang sangat penting dalam konteks hukum, yang 

secara teoritis merujuk pada berbagai peristiwa yang berada dalam cakupan hukum 

pidana dan peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikenakan sanksi. Ketika seseorang 

atau suatu badan hukum melanggar aturan pidana, maka negara berhak untuk 

memberikan sanksi berupa hukuman. Tindakan yang dapat di hukum ini dalam 

bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit, atau perbuatan yang 

melanggar hukum dan dapat di pertanggungjawabkan secara pidana.1 

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong berat dan mendapat perhatian serius 

dalam hukum pidana adalah pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan sudah diatur 

secara jelas dan tegas pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Tindak Pidana ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

 
1 Risthafa Putelri Melilinda, A. Irzal Fardiansyah & Fristia Belrdian Tamza. (2024). Analisis 

Pelrtanggungjawaban Pidana Atas Pelrcobaan Pelmbunuhan Belrelncana Dalam Kontelks Kelluarga. 

Jurnal Innovativel: Journal Of Social Scielncel Relselarch. Vol 4 No 5. hlm. 4. 
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korban, keluarga, serta masyarakat, tak hanya menimbulkan hilangnya nyawa orang 

lain akan tetapi juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga tidak 

terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Dengan demikian, 

proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan memiliki peran yang 

sangat penting, maka haruslah dilakukan dengan ketelitian dan penuh kehati-hatian 

untuk memastikan keadilan bagi korban serta menentukan pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku. 

Proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP 

yang diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP, yang menguraikan alat 

bukti yang sah beserta dengan ketentuannya dalam proses persidangan. Alat bukti 

yang sah yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Dalam pelaksanannya, proses pembuktian ini melibatkan 

berbagai aparat penegak hukum seperti penyidik dari kepolisian, jaksa penuntut 

umum, hakim, penasihat hukum terdakwa, hingga para ahli untuk membantu 

mengungkap fakta secara ilmiah.  

Sistem peradilan pidana merupakan suatu alat untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana dengan menerapkan pendekatan sistem dasar. Pendekatan ini berarti bahwa 

upaya pencegahan dilakukan melalui kerja sama antar subsistem yang saling 

terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Subsistem tersebut meliputi 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan, yang masing-masing 

memiliki peran dan tugas tersendiri namun tetap saling berkaitan dalam 

pelaksanannya.2  

Peran masing-masing subsistem dalam peradilan pidana memiliki fungsi yang 

berbeda, di mana kepolisian memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana 

di Indonesia yang berkedudukan sebagai gatekeepers atau “pintu gerbang” dalam 

penegakan hukum pidana, karena proses peradilan pidana dimulai dari kepolisian.3 

Menegakan hukum merupakan salah satu tugas utama yang diemban oleh 

 
2 Maya Shafira, dkk. (2022). Sistelm Pelradilan Pidana. Bandar Lampung: Pusaka Meldia. hlm. 3-4. 
3 Rudy Kosasih MS & Halimah. (2023). Pelran Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia Dalam 

Pelnelrapan Sistelm Pelradilan Pidana. Jurnal Ilmu Kelpolisian. Vol 17 No 3. hlm. 3. 
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kepolisian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, dalam 

melaksanakan tugas pokoknya tersebut dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g 

kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyelidikan 

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Orang 

yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia yang selanjutnya disebut dengan penyelidik. Penyelidikan merupakan 

tahapan awal dari proses penegakan hukum sehingga harus dilakukan dengan 

cermat, profesional, obyektif, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku 

dengan harapan dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat untuk 

menentukan apakah suatu peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan 

atau tidak. 

Hasil penyelidikan yang menyatakan suatu peristiwa sebagai tindak pidana akan 

menjadi landasan untuk memasuki tahap penyidikan, sebagaimana diatur pada 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidikan ini tak hanya pejabat polisi negara 

Republik Indonesia saja yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan 

akan tetapi pegawai negeri sipil dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh 

undang-undang juga dapat melakukan penyidikan. 

Penyidik berperan sebagai penegak hukum yang berada pada posisi paling depan 

pada sistem peradilan pidana dalam mengungkap peristiwa tindak pidana. Penyidik 
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dituntut untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang didorong oleh 

keyakinan. Sifat dari penyidikan adalah mencari kebenaran materiil atau kebenaran 

berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Pada proses penyidikan ini 

sangat sulit untuk memperoleh kebenaran yang mutlak, akan tetapi dengan 

menemukan bukti-bukti yang sebanyak mungkin paling tidak akan mendekati 

kebenaran materiil.4  

Kesulitan-kesulitan pada proses penyidikan ini biasanya disebabkan oleh minimnya 

saksi, hilangnya barang bukti, atau upaya tersangka untuk menghilangkan jejak 

tindak pidana. Dalam menghadapi kendala tersebut maka diperlukan metode 

khusus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang 

semakin pesat membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai bidang, 

termasuk dalam bidang penegakan hukum telah memungkinkan penggunaan 

metode ilmiah dalam investigasi tindak pidana, yang dikenal sebagai Scientific 

Crime Investigation (SCI). Metode ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh 

penyidik guna membatu mengungkap suatu perkara tindak pidana dengan 

mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga pengakuan tersangka 

ditempatkan pada posisi terakhir.5  

Penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) diatur pada Pasal 34 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menguraikan bahwa penyidik dalam 

melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis 

penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation). 

Metode Scientific Crime Investigation (SCI) sangat berkontribusi dalam hal proses 

pengungkapan dengan perkara tindak pidana yang cukup kompleks, seperti kasus 

yang melibatkan peracunan, penganiayaan, pembunuhan, kasus-kasus yang 

dilakukan dengan rapi serta kasus yang minim dengan alat dan barang bukti.6  

 

4
 Rahmad Satria, dkk. (2022). Analisis Yuridis telrhadap Judicial Relvielw Mahkamah Konstitusi 

dalam Kaitannya delngan Prosels Pelnyidikan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

130/PUU-XIII/2015. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). Vol 2 No 2. hlm. 63. 
5 Riza Sativa. (2021). Scielntific Invelstigation dalam Pelnyidikan Tindak Pidana Pelmbunuhan. Jurnal 

Ilmu Kelpolisian. Vol 15 No 1. hlm. 58. 
6 Niki Marjuki dan Budi Sastra Panjaitan. (2024). Pelnelrapan Scielntific Crimel Invelstigation (SCI) 

Dalam Pelngungkapan Kasus Tindak Pidana Di Indonelsia (Studi Putusan PT Meldan No. 

1250/Pid/2020/PT Mdn). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol 5 no 1. hlm. 539. 
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Kontribusi metode SCI ini digunakan dalam bentuk bantuan teknis penyidikan 

seperti labolatorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, 

dan digital forensik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan 

Tindak Pidana.7  

Metode pembuktian Scientific Crime Investigation (SCI) merupakan metode yang 

paling efektif dan akurat untuk mengusut berbagai perkara tindak pidana. Ruslan 

Renggong menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) manfaat penerapan metode 

Scientific Crime Investigation (SCI) yaitu sebagai berikut, penyidik tidak lagi 

berstandar pada pengakuan tersangka sehingga meminimalisir kekerasan karena 

adanya target yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, 

pemeriksaan cepat, tepat dan akurat karena didukung oleh alat khusus yang 

berstandar internasional dan meminimalisir kesalahan dalam proses pemeriksaan 

karena menggunakan kecanggihan teknologi.8 

Penerapan metode SCI menjadi semakin penting dalam pengungkapan kasus-kasus 

tindak pidana berat yang memerlukan bukti kuat agar keadilan dapat ditegakkan. 

Salah satu contoh penerapan metode SCI dapat ditemukan dalam perkara tindak 

pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 

425/Pid.B/2024/PN Mgl dengan kronologis sebagai berikut:  

Pada hari Selasa, 28 Mei 2024, Hermansyah bin Nang Ali, seorang pria 

berusia 52 tahun, keluar dari rumah anaknya di Desa Simpang Mesuji 

dengan membawa sebilah badik. Ia pergi tanpa tujuan kerja yang jelas dan 

sempat berpindah-pindah lokasi. Saat berpindah-pindah lokasi, ia bertemu 

dengan korban yaitu Anggi Lestari seorang siswi berusia 16 tahun yang juga 

keponakan isterinya, dan mendapat tumpangan sepeda motor dari korban. 

Pelaku kemudian mengarahkan perjalanan ke kebun karet yang sepi, lalu 

keduanya berhenti dengan alasan bahwa pelaku akan buang air kecil. Usai 

membuang air kecil Terdakwa berjalan ke arah anak korban dan langsung 

menarik paksa tas sekolah milik anak korban dan terjadi tarik menarik tas 

antara Terdakwa dan anak korban. Pada saat tarik-menarik anak korban 

mendorong sepeda motor milik anak korban ke arah Terdakwa dan 

 
7 Aditya Warman, M. Syukri Akub dan Wiwiel Helryani. (2021). ELfelktivitas Pelnelrapan Scielntific 

Crimel Invelstigation Telrhadap Pelmbuktian Dalam Pelrkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol 4 

No 3. hlm. 2. 
8
 Asrudi, Ruslan Ranggong &Abd. Haris Hamid. (2023). ELfelktivitas Meltodel Pelmbuktian Scielntific 

Crimel Invelstigation Di Polda Sulawelsi Barat. Indonelsian Journal of Lelgality of Law. Vol 6 No 1. 

hlm. 126. 
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menyebabkan Terdakwa, anak korban dan sepeda motor terjatuh bersamaan 

ke dalam parit kebun karet tersebut. Di dalam parit tersebut, terdakwa 

menusuk tubuh korban beberapa kali dengan badik dan kemudian 

memperkosanya. Setelah melakukan aksi keji tersebut, terdakwa kembali 

menusuk anak korban hingga meninggal dunia. Setelah itu, pelaku 

melarikan diri, bersembunyi di kebun karet, serta adanya upaya 

menghilangkan barang bukti dengan membuang badik, pakaian, dan sepatu 

yang digunakan saat kejadian. Jenazah korban ditemukan pada pukul 16.00 

WIB dengan luka tusuk, sayatan, dan tanda kekerasan seksual. 

Proses pengungkapan sampai dengan penangkapan tersangka 

membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Hal ini dikarenakan 

terbatasnya barang bukti dan ketiadaan saksi menjadi hambatan utama bagi 

pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku di balik peristiwa tragis 

tersebut. Akan tetapi, tim Satreskrim Polres Mesuji terus melakukan 

penyelidikan dengan menggunakan metode Scientific Crime Investigation 

guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta fakta-fakta dalam 

perkara ini.9 

 

Kasus ini menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Minimnya saksi 

langsung dan terbatasnya barang bukti konvensional yang biasanya menjadi tulang 

punggung pembuktian di persidangan, kemudian dalam situasi ini penyidik 

memanfaatkan Scientific Crime Investigation (SCI) untuk merekonstruksi peristiwa 

secara ilmiah. Langkah ini meliputi olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), 

dokumentasi forensik, pengumpulan jejak biologis, pemeriksaan sidik jari, analisis 

DNA, dan Visum et Repertum yang digunakan untuk mengungkap adanya 

kekerasan seksual dan penyebab kematian. Pendekatan ilmiah ini menjadi kunci 

pembuktian oleh jaksa untuk menghadirkan bukti kuat di persidangan, meskipun 

tanpa dukungan saksi mata yang memadai.  

Penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) menjadi sangat relevan 

dalam mendukung proses penyidikan sehingga pihak penyidik dapat secara 

sistematis menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis alat bukti secara 

objektif. Hal ini tidak hanya memperkuat proses pembuktian, tetapi juga membantu 

menghadirkan kebenaran yang bersifat metriil dalam suatu perkara tindak pidana, 

 
9 Tommy Saputra. (2024). Minim Alat Bukti Jadi Kelndala Polisi Ungkap Kasus Telwasnya Anggi. 

Deltiksumbagsell. https://www.deltik.com/sumbagsell/hukum-dan-kriminal/d-7381039/minim-alat-

bukti-jadi-kelndala-polisi-ungkap-kasus-telwasnya-anggi, diaksels pada Jum’at 23 Meli 2025 pukul 

23.05 WIB. 
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sebagaimana yang terjadi dalam pengungkapan kasus pembunuhan terhadap anak 

korban Anggi Lestari.  

Prinsip pembuktian secara ilmiah melalui SCI tersebut sejalan dengan ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan mengenai 

pembuktian diatur secara jelas dalam Pasal 183. Dalam pasal tersebut sistem 

pembuktian di Indonesia dikenal sebagai sistem pembuktian negatif (Negative 

Wettelijk Bewijstheorie), yang bermakna bahwa seorang hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa jika belum ada minimal dua alat 

bukti yang sah yang mampu menimbulkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana 

benar-benar dilakukan oleh terdakwa.10 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai penerapan metode scientific crime investigation dalam proses 

pembuktian perkara pidana, dikarenakan metode penyidikan ini memiliki peran 

penting dalam menghadirkan bukti di persidangan. Dengan demikian, penelitian ini 

mengusung judul: “Analisis Penerapan Scientific Crime Investigation Dalam 

Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 

425/Pid.B/2024/PN Mgl)”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penerapan Scientific Crime Investigation dalam pembuktian 

perkara tindak pidana pembunuhan? 

b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan Scientific Crime Investigation pada 

kasus tindak pidana pembunuhan? 

 
10 Nimelrodi Gulo & Cornellius Dikael Zolohelfona Gulo. (2024). Timbulnya Kelyakinan Hakim dalam 

Hukum Pelmbuktian Pelrkara Pidana di Pelradilan Indonelsia. Jurnal Unels Law Relvielw. Vol 6 No 3. 

hlm. 8116. 



 

 

 

8 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua ruang lingkup yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang 

lingkup lokasi penelitian. Ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini dibatasi oleh 

kajian ilmu hukum pidana formil, khususnya pada penerapan metode Scientific 

Crime Investigation (SCI) dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan 

siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji dan faktor-fakor penghambat yang 

dihadapi dalam penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dalam 

pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya 

Mesuji. Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Provinsi 

Lampung yang meliputi Pengadilan Negeri Menggala, Kejaksaan Negeri Mesuji, 

Kepolisian Resor Kabupaten Mesuji dan Labolatorium Forensik RS Bhayangkara 

Tk. III Polda Lampung dengan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui penerapan Scientific Crime Investigation dalam pembuktian 

perkara tindak pidana pembunuhan. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Scientific Crime 

Investigation pada kasus tindak pidana pembunuhan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu kegunaan secara teoritis 

dan kegunaan secara praktis, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya kajian dalam ilmu hukum pidana, khususnya pada penerapan 

metode Scientific Crime Investigation (SCI) dalam pembuktian perkara tindak 

pidana. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada penyidik di Polres Mesuji 

mengenai efektivitas Scientific Crime Investigation (SCI) dalam pembuktian 

perkara tindak pidana pembunuhan serta menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat umum mengenai pentingnya pendekatan ilmiah dalam penyidikan 

perkara tindak pidana.  

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah landasan pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam 

sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan 

mengintrepretasikan hasil analisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

Dengan adanya kerangka teoritis, penelitian dapat memiliki dasar yang jelas dan 

terstruktur, sehingga memudahkan dalam menghubungkan teori-teori dengan hasil 

analisis yang diperoleh. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

 

a. Teori Pembuktian 

Secara Bahasa khususnya pada bahasa Belanda pembuktian disebut dengan bewijs 

yang memiliki dua makna yaitu pembuktian yang berasal dari suatu perbuatan yang 

memberikan kepastian dan pembuktian sebagai akibat dari perbuatan tersebut yang 

terdapat kepastian.11 Maka pembuktian merupakan suatu usaha yang menunjukkan 

dan menetapkan benar atau salahnya terdakwa di muka persidangan. Pembuktian 

menduduki posisi yang sangat sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya keadilan berdasarkan pada fakta-

fakta dan bukti yang sah atau berdasar pada kebenaran materiil. Proses pembuktian 

ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan yang berperan untuk menyatakan suatu 

 

11
 A. Karim Nasution. (1976). Masalah Hukum Pelmbuktian Dalam Prosels Pidana. Jakarta: BPHN. 

hlm. 22. 
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perkara dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka mengungkap peristiwa 

tindak pidana dan untuk menemukan siapa tersangkanya.  

Sistem pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

berperan penting dalam memastikan bahwa proses pembuktian yang dilakukan 

dengan tetap memperhatikan keadilan dan objektivitas. Berikut beberapa sistem 

pembuktian dalam hukum pidana yang digunakan dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia:12 

1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time) 

2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional 

(Conviction In Raisone) 

3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettelijks 

Theore) 

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negative 

Wettelijk)  

Penulis menggunakan teori pembuktian dalam penelitian ini karena teori tersebut 

memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana proses pembuktian 

dilakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara 

pembunuhan siswi SMK Negeri Tanjung Raya Mesuji. Proses pembuktian 

merupakan bagian yang sangat krusial guna mencapai kebenaran materiil dan 

memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada bukti yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Setiap tahapan atau proses pembuktian memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

masing-masing pihak yang berperkara. Sehingga harus dilakukan dengan ketelitian 

dan kehati-hatian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Karena jika 

terjadi kekeliruan maka dampaknya akan sangat serius bagi terdakwa, korban, 

maupun sitem peradilan pidana secara keseluruhan. Kesalahan dalam penafsiran 

alat bukti atau kesalahan dalam prosedur pembuktian dapat mengakibatkan putusan 

yang tidak adil bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu proses pembuktian 

yang dilakukan dari tahap penyelidikan sampai dengan persidangan haruslah 

 
12 Ali Imron & Muhamad Iqbal. (2019). Hukum Pelmbuktian. Tangelrang Sellatan: Unpam Prelss. hlm. 

3-6. 
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dilakukan secara objektif, sesuai prosedur hukum, dan memenuhi standar 

pembuktian yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan.  

Agar proses pembuktian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, maka undang-

undang telah mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun dalam KUHAP tidak 

diuraikan secara jelas dan rinci terkait dengan pembuktian, akan tetapi pada Pasal 

184 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang, kecuali terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dengan demikian 

hakim memperoleh keyakinan bahwa tidak pidana tersebut benar-benar dilakukan 

oleh terdakwa. Lalu, dalam KUHAP telah diuraikan lebih lengkap terkait dengan 

alat bukti yang sah, tepatnya pada Pasal 184 Ayat (1) yang termasuk alat bukti yang 

sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa. 

 

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum  

Upaya impelementasi penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus, karena 

terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat proses tersebut. Hambatan ini bisa 

berusmber dari kelemahan substansi hukum itu sendiri maupun dari aspek 

pelaksanannya di lapangan. Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto 

efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), merupakan hambatan 

penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang dapat terjadi karena 

beberapa faktor yaitu tidak dipatuhinya prinsip-prinsip dasar berlakunya 

undang-undang, ketiadaan peraturan pelaksana yang penting untuk 

mendukung penerapan undang-undang, serta ketidakjelasan makana istilah 

dalam undang-undang yang menyebabkan kerancuan dalam penafsiran.  

2) Faktor penegak hukum, yaitu hambatan dalam menjalankan peran ideal 

sebagai panutan atau penegak hukum dapat bersumber dari individu itu 

sendiri maupun dari lingkungannya. Beberapa kendala utama yang perlu di 

atasi meliputi keterbatasan dalam memahami sudut pandang orang lain, 

rendahnya aspirasi, minimnya orientasi terhadap masa depan, kurangnya 

kemampuan menunda kepuasan kebutuhan materiil, serta lemahnya daya 

inovasi yang cenderung beriringan dengan sikap konservatif.  

3) Faktor sarana atau fasilitas, yaitu penegakan hukum tidak akan berjalan 

efektif tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti 

sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang tertata, peralatan 
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yang layak, serta pendanaan yang cukup. Tanpa unsur-unsur tersebut, 

pencapaian tujuan hukum menjadi sulit. 

4) Faktor masyarakat, yaitu penegakan hukum berakar dari masyarakat dan 

bertujuan menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, masyarakat 

memiliki peran dalam memengaruhi proses penegakan hukum, terutama 

melalui pendangan dan sikap mereka terhadap hukum yang berdampak pada 

tingkat kepatuha. Hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor lain seperti 

undang-undang, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasana yang 

tersedia.  

5) Faktor kebudayaan, merupakan sistem hukum pada dasarnya 

mencerminkan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan tentang apa yang 

dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Nilai-nilai ini biasanya 

berpasangan dan mencerminkan dua bagian yang perlu diseimbangkan.13 

 

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis menggunakan teori faktor-faktor 

penghambat penegakan hukum dari Soerjono Seokanto karena teori ini dianggap 

relevan dengan objek penelitian, yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai 

hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam 

penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis kendala-kendala yang 

mungkin muncul dalam penerapan scientific crime investigation (SCI) dalam 

pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya 

di Mesuji. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menilai secara lebih menyeluruh 

apakah hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap penerapan metode SCI 

dalam proses pembuktian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 

425/Pid.B/2024/PN Mgl. 

 

2. Konseptual  

Konseptual berasal dari kata konsep yang berarti penjelasan mengenai suatu 

peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun yang lainnya 

melalui bahasa yang diuraikan dalam bentuk definisi. Sedangkan kerangka 

konseptual adalah tatanan beberapa konsep yang menjadi satu kesatuan sehingga 

menciptakan wawasan yang digunakan sebagai landasan, acuan, dan pedoman 

dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual sangat diperlukan dalam suatu 

 

13
 Soelrjono Soelkanto. (1983). Faktor-Faktor yang Melmpelngaruhi Pelnelgakan Hukum. Delpok: 

Rajawali Pelrs. Hlm. 8. 
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penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, 

pemgolahan dan analisis data atau bahan hukum.14  

Penyusunan kerangka konseptual ini bertujuan untuk memperjelas arah penelitian 

dan membantu penulis dalam merumuskan istilah-istilah yang digunakan oleh 

penulis, adapun istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis adalah suatu teknik analisis data dalam proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang bertujuan 

untuk mendapatkan tema dan dapat dirumuskannya spekulasi hasil penelitian 

yang didasarkan oleh data.15 

b. Scientific Crime Investigation (SCI) adalah metode investigasi yang 

menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam 

mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Pendekatan ilmu pengetahuan yang 

digunakan yaitu memanfaatkan berbagai disiplin forensik seperti identifikasi 

forensik, labolatorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, dan 

digital forensik.16 

c. Pembuktian Pidana adalah usaha mencari dan mempertahankan kebenaran oleh 

hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. Pembuktian dalam hukum 

merupakan sekumpulan aturan yang mengatur proses pembuktian dalam 

menemukan fakta-fakta di persidangan dengan tujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran yuridis melalui pendekatan yang sistematis berdasarkan pada 

kebasahan bukti-bukti yang ada.17 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek 

hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana.18 

e. Pembunuhan adalah tindak pidana terhadap jiwa atau nyawa seseorang yang 

mengakibatkan kematian orang lain. Menurut hukum positif Indonesia dalam 

 
14 Muhaimin. (2020). Meltodel Pelnellitian Hukum. Mataram: Mataram Univelrsity Prelss. Hlm. 42. 
15 Delwi Kurniasih, dkk. (2019). Telknik Analisa. Bandung: Alfabelta. hlm. 6. 
16 Niki Marjuki & Budi Sastra Panjaitan. Op.Cit. hlm. 540. 
17 Mustakim La Delel. (2024). Hukum Pelmbuktian Dalam Pelrkara Pidana. Meldan: Meldia Pelnelrbit 

Indonelsia. hlm. 9. 
18 Ibid., hlm. 42. 
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KUHP pembunuhan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pembunuhan biasa dan 

pembunuhan dengan pemberatan yang diatur pada Pasal 338 sampai Pasal 350.19 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pada sub ini penulis menyajikan sistematika penulisan yang memberikan gambaran 

umum mengenai urutan kegiatan dalam menyusun tulisan serta permasalahan yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini serta memberikan penjelasan mengenai alasan pentingnya topik yang 

diangkat kemudian dihubungkan dengan ilmu hukum dan kemajuan teknologi. 

Dalam bab ini juga dirumuskan masalah-masalah penelitian yang akan dianalisis, 

tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai, serta kerangka konsepsional (teoritis dan 

konseptual) dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini memuat materi-materi yang mempunyai hubungan dan diperlukan guna 

membantu dalam memahami dan memperjelas permasalahan yang akan dianalisis. 

Bab ini menjabarkan pengertian metode scientific crime investigation (SCI), 

pengertian pembuktian dalam hukum pidana, pengertian tindak pidana dan 

pengertian pembunuhan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan terkait dengan metode yang dipakai untuk memperoleh data 

yang akurat. Metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, 

pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan data, dan analisis data. 

 

 
19 Ibid., hlm. 56-57. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini memaparkan hasil temuan penelitian berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan dan dianalisis. Hasil temuan penelitian yaitu analisis penerapan 

Scientific Crime Investigation dalam pembuktian perkara tindak pidana 

pembunuhan siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji dan faktor-faktor 

penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya penyidik Polres 

Mesuji dalam penerapan metode scientific crime investigation (SCI) dalam 

pengungkapan perkara tersebut. 

 

V. PENUTUP 

 

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah 

berdasarkan hasil pada pembahasan, serta memberikan saran yang relevan untuk 

penegakan hukum, kebijakan yang lebih baik, dan untuk pengembangan penelitian 

di masa depan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Metode Scientific Crime Investigation (SCI) 

Secara bahasa scientific crime investigation (SCI) berasal dari kata “scientific” 

yang berarti ilmiah dan “investigation” yang berarti proses penyelidikan. Kedua 

kata ini memiliki makna sebagai berikut, bahwa kata “scientific” mengandung 

makna tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelidikan yang dilakukan 

secara sistematis dan berdasar pada metode ilmiah yang terukur. Sedangkan kata 

“investigation” mencakup proses penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, 

pemeriksaan, serta pengumpulan data dan informasi.20  

Berdasarkan pada makna-makna yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui 

bahwa scientific crime investigation atau penyelidikan tindak pidana secara ilmiah 

adalah suatu proses penyelidikan dengan menggunakan pendekatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang diterapkan melalui ilmu forensik yang diharapkan 

dapat menemukan bukti-bukti yang dapat mengungkap suatu perkara yang 

dianggap sulit atau kompleks.21 

Ilmu forensik dengan metode scientific crime investigation memiliki hubungan 

yang sangat erat dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Forensik merupakan ilmu 

yang mempelajari alat bukti yang digunakan untuk pembuktian suatu tindak pidana 

melalui kolaborasi antara ilmu dengan teknologi. Sedangkan metode scientific 

crime investigation merupakan tata cara yang digunakan untuk mengungkap suatu 

tindak pidana secara ilmiah guna memperoleh kebenaran secara materiil, yang 

 

20
 Niki Marjuki dan Budi Sastra Panjaitan. Loc.Cit. 

21 Kadelk ELdo Selptian Wiradharma, dkk. (2023). Pelranan Unit Idelntifikasi Untuk Melngungkapkan 

Suatu Tindak Pidana Dalam Prosels Pelnyidikan. Jurnal Intelrpreltasi Hukum. Vol 4 No 1. hlm. 46 
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digunakan apabila terdapat kesulitan dalam menemukan alat bukti pada suatu 

perkara pidana.22 

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bantuan teknis penyidikan 

melalui metode scientific crime investigation antara lain: 

a. Labolatorium forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan 

dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau 

perlakuan khusus. Misalnya, analisis sidik jari, residu bahan kimia, narkotika, 

atau DNA. 

b. Identifikasi, digunakan dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas 

Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti. Misalnya, 

identifikasi melalui sidik jari, foto wajah, atau analisis DNA. 

c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan 

Tersangka/Saksi/Korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik 

secara khusus. Misalnya, pemeriksaan luka, autopsi, atau visum et repertum. 

d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan 

Tersangka/Saksi/Korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis 

secara khusus. Misalnya, untuk menilai kondisi mental tersangka atau dampak 

psikologis terhadap korban. 

e. Digital forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan 

pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan dan/atau 

perlakuan khusus. Misalnya, pemeriksaan barang bukti digital seperti perangkat 

elektronik, email, rekaman komunikasi, atau data lain yang disimpan secara 

digital. 

Masing-masing bidang tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam 

membantu penyidik untuk memperoleh bukti-bukti yang sah, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan di pengadilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya 

 
22 Pitriani, dkk. (2023). Pelnggunaan Meltodel Scielntific Crimel Invelstigation Dihubungkan Delngan 

Pasal 34 Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 6 Tahun 2019 Telntang 

Pelncabutan Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 14 Tahun 2012 Telntang 

Manajelmeln Pelnyidikan Tindak Pidana Dalam Pelngungkapan Tindak Pidana Pellelcelhan Selksual Di 

Kelpolisian Relsor Majalelngka Pelriodel 2021-2022. Jurnal Pustaka Galuh Justisi. Vol 2 No 1. hlm. 

60-61. 
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terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan menggunakan metode scientific 

crime investigation yaitu:23 

a. Pengungkapan kasus lebih transparan dengan meninggalkan metode lama 

yang penuh kekerasan, intervensi, dan lain-lain. 

b. Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat dengan didukung alat-alat khusus 

yang berstandar internasional. 

c. Meminimalisir keasalahan pada saat proses penyidikan. 

 

Adapun kelemahan dalam penerapan metode scientific crime investigation yaitu:24 

a. Sisi Internal Satuan Kerja, memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) 

yang terbatas. Masih sedikitnya SDM yang mengerti dan memahami terkait 

dengan penggunaan alat-alat khusus.  

b. Sisi Eksternal Satuan Kerja, kurangnya kesadaran masyarakat terkait 

dengan penerapan metode scientific crime investigation, masih banyak 

masyarakat yang beranggapan bahwa pengungkapan tindak pidan dalam 

kepolisian menggunakan paksaan, pukulan, dan lain sebagainnya.  

 

Menurut Abdul Hakim dan Luhut Pangaribuan barang bukti memiliki 2 (dua) 

aspek, yaitu aspek makro dan aspek mikro. Aspek makro mencakup kesaksian 

saksi, keterangan ahli, petunjuk yang bersumber dari hasil pemeriksaan 

labolatorium. Sedangkan aspek mikro yaitu hasil dari pemeriksaan saksi maupun 

terdakwa yang termuat dalam berita acara. Berdasarkan pada penjelasan di atas 

maka sudah jelas bahwa penyidikan tindak pidana secara ilmiah termasuk pada 

barang bukti mikro (micro evidence).25 Metode scientific crime investigation, 

melalui pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan ahli forensik kepolisian, 

menjadi aspek penting dalam menghubungkan pelaku, korban, dan barang bukti di 

tempat kejadian perkara (TKP). Hal guna memperkuat konstruksi pembuktian 

dalam perkara pidana, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan 

berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.26  

 
23 Isti Puspitasari. (2024). Kelabsahan Scielntific Crimel Invelstigation Selbagai Alat Bukti Dalam 

Prosels Pelmbuktian Pelrkara pelmbunuhan. Jurnal Hukum Pelrdata dan Pidana. Vol 1 No 4. hlm.139-

150. 
24 Ibid.  
25 Kadelk ELdo Selptian Wiradharma, dkk, Loc.Cit. 
26

 Pandel Putu Thalia Alma, I Nyoman Geldel Sugiartha & Keltut Adi Wirawan. (2023). Analisis 

Pelmelriksaan Alat Bukti Mellalui Meltodel Scielntific Crimel Invelstigation Dalam Pelngungkapan Kasus 

Tindak Pidana Pelmbunuhan di Polrelsta Delnpasar. Jurnal Analogi Hukum. Vol 5 No 3. hlm. 365 
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B. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana 

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum (kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, penasihat hukum) guna 

mendapatkan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui alat-alat bukti dan 

barang bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan 

pidana yang didakwakan dan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri 

terdakwa. Pembuktian ini diharapkan untuk memperoleh suatu kebenaran dalam 

batasan-batasan yuridis yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan 

pemikiran yang layak dan rasional.27 

Kegiatan pembuktian ini diawali dengan tahapan penyidikan (gathering of 

evidence) yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan ketentuan hukum acara 

pidana penyidik berhak untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 

para saksi dan tersangka, serta berhak untuk melakukan tindakan hukum lainnya 

seperti penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Seluruh hasil dari proses 

penyidikan ini menjadi dasar yang sangat penting dan akan sangat berpengaruh 

pada tahap pembuktian di pengadilan.28 

Terdapat empat teori pada sistem pembuktian (bewijstheorie) yang dikenal secara 

luas yaitu: 

1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime) 

Teori pembuktian ini menekankan bahwa putusan akhir sepenuhnya bergantung 

pada keyakinan pribadi hakim terhadap perkara yang sedang diadili. Keyakinan 

tersebut tidak harus didasarkan pada alat bukti yang tersedia, baik itu dari 

keterangan saksi maupun bukti lainnya. Artinya, teori ini memungkinkan hakim 

untuk menjatuhkan putusan tanpa mengacu pada bukti yang diatur dalam undang-

undang. Akibatnya, putusan yang diambil cenderung bersifat subyektif.29 

 
27 Tri Andrisman & Gunawan Jatmiko. (2015). Hukum Acara Pidana. Bandar Lampung: Justice l 

Publishelr. hlm. 95 
28 Agus Takariawan. (2019). Hukum Pelmbuktian Dalam Pelrkara Pidana Di Indonelsia. Bandung: 

Pustaka Relka Cipta. hlm. 220. 
29 Albelrt Ariels. (2022). Hukum Pelmbuktian: Telori, Asas, dan Yurisprudelnsi (Dalam Pelrkara Pidana, 

Pelrdata, TUN, dan Konstitusi). Delpok: Rajawali Pelrs. hlm. 14. 
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2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional 

(Conviction In Raisone) 

Teori ini mengutamakan pembuktian dengan berdasarkan pada keyakinan hakim. 

Hakim dapat memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Pada sistem ini hakim harus 

menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinan tersebut, alasan-alasan 

tersebut harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan logika serta dapat diterima 

dengan akal dan nalar.30 

3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettelijks 

Theore) 

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif (positif wettelijks theore) 

adalah sistem pembuktian yang tidak mempertimbangkan keyakinan pribadi hakim 

dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem ini, hakim hanya berpegang pada alat-

alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang, tanpa adanya ruang untuk 

menilai atau mempertimbangkan keyakinan subjektifnya. Dengan kata lain bahwa 

keputusan hakim sepenuhnya bergantung pada keberadaan dan kekuatan alat bukti 

yang sah menurut hukum, sehingga hakim tidak memiliki kebebasan untuk 

memutus perkara diluar ketentuan tersebut.31 

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negative 

Wettelijk Bewijstheorie)  

Sistem pembuktian negatif (negative wettelijk bewijstheorie) adalah sistem 

pembuktian yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan 

keyakinan yang muncul dari alat bukti yang sah menurut undang-undang. Artinya, 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak cukup hanya dengan keyakinan pribadi, 

tetapi keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan di 

persidangan sesuai ketentuan hukum. Begitu pula sebaliknya, keberadaan alat bukti 

 
30 Ibid.  
31

 Rahman Amin. (2020). Hukum Pelmbuktian dalam Pelrkara Pidana dan Pelrdata. Yogyakarta: 

Delelpublish. hlm. 35-36. 
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saja juga tidak cukup tanpa adanya keyakinan hakim. Jadi, putusan hakim hanya 

dapat dijatuhkan apabila ada kesesuaian antara alat bukti dan keyakinan hakim.32 

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan 

yang dapat digunakan untuk keperluan pembuktian dengan tujuan untuk 

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang 

telah dilakukan oleh terdakwa. Hal-hal yang perlu dibuktikan di persidangan adalah 

perbuatan-perbuatan terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan pidana dan 

telah dimuat dan diuraikan dalam surat dakwaan.33 

Alat bukti yang sah menurut hukum positif di Indonesia termuat dalam Pasal 184 

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu 

sebagai berikut: 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

Tidak semua pihak yang berperkara dapat mengajukan alat bukti dimuka 

persidangan, akan tetapi pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang 

tersebut hanya boleh diajukan oleh 2 (dua) pihak yaitu: 

a. Penuntut umum, yang digunakan untuk membuktikan dakwaannya; 

b. Terdakwa atau penasihat hukum, mengajukan alat bukti yang bersifat 

melringankan atau melmbelbaskan telrdakwa dari selgala tuntutan. 

Pada prinsipnya yang dapat melmbuktikan kelsalahan telrdakwa adalah pelnuntut 

umum delngan melngajukan alat bukti yang melmbelratkan (a chargel), dan telrdakwa 

tidak dibelbani kelwajiban untuk mellakukan pelmbuktian hal ini sellaras delngan asas 

praduka tak belrsalah (prelsumption of innocelncel) yang diatur dalam Pasal 66 

KUHAP. Jikalau akan melngajukan pelmbuktian, maka telrdakwa atau pelnasihat 

hukum melngajukan alat bukti yang belrsifat melringankan (a del chargel). Melskipun 

pelmbuktian melnjadi tanggung jawab pelnuntut umum dan telrdakwa, namun dalam 

 
32 Ibid., hlm. 38. 
33 Alfitra. (2017). Hukum Pelmbuktian Dalam Belracara Pidana, Pelrdata, Dan Korupsi Di Indonelsia. 

Jakarta: Raih Asa Suksels. hlm. 23-24. 
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prosels pelradilan pidana hakim teltap melmelgang pelran aktif delngan melnggali, 

melngikuti, dan melmahami fakta-fakta yang telrungkap di pelrsidangan delmi 

melnelmukan kelbelnaran matelriil.34 

Pelnelrapan prosels pelmbuktian dalam hukum acara pidana tidak sellalu belrjalan idelal 

selbagaimana tellah diatur dalam undang-undang. Dalam implelmelntasinya di 

lapangan telrdapat belrbagai tantangan yang kelrap dihadapi olelh aparat pelnelgak 

hukum maupun pihak-pihak telrkait, yang dapat melmpelngaruhi elfelktivitas dan 

keladilan dalam prosels pelmbuktian itu selndiri. Tantangan-tantangan telrselbut telrbagi 

dalam 3 (tiga) prelspelktif yaitu:35 

1. Pelrspelktif telknis, hukum positif indonelsia bellum selcara jellas dan rinci 

melngatur telrkait delngan kelabsahan bukti digital, selhingga hal ini melnjadi 

tantangan dalam pelngumpulan dan validasi bukti digital, selrta kurangnya 

pellatihan sumbelr daya untuk melnangani jelnis bukti modelrn yang mellibatkan 

data forelnsik, jeljak ellelktronik, atau bukti meldis. 

2. Pelrspelktif hukum, bellum adanya pelngaturan yang melngakomodasi 

pelrkelmbangan alat bukti modelrn, selhingga melnimbulkan kelbingungan dalam 

melnyinkronkan bukti ellelktronik atau bukti baru lainnya dalam sistelm 

pelmbuktian. 

3. Pelrspelktif eltika, masih banyak ditelmukan praktik pelnyalahgunaan welwelnang 

olelh aparat pelnelgak hukum dalam pelngumpulan barang bukti. Barang bukti 

telrselbut dipelrolelh delngan cara-cara mellanggar hukum, bukti yang dipelrolelh 

selcara tidak sah telrselbut selharusnya tidak dapat digunakan dalam pelngadilan. 

Akan teltapi, dalam belbelrapa kasus hal-hal selpelrti itu teltap dipelrtimbangkan 

selhingga hal ini melmicu telrjadinya dampak nelgatif pada pelrlindungan hak 

asasi manusia.  

 
34 Ibid. 
35 Rohman, dkk. (2024). Sistelm Pelmbuktian Dalam Hukum Pidana Indonelsia dan Tantangan Dalam 

Prosels Pelradilan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol 1 No 3. Hlm. 285-287. 
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Pelmbuktian melmiliki tujuan dan kelgunaan bagi para pihak yang telrlibat dalam 

prosels pelmelriksaan di pelrsidangan. Adapun tujuan dan kelgunaan diuraikan selbagai 

belrikut:36 

1. Bagi Pelnuntut Umum 

Pelmbuktian melrupakan usaha untuk melyakinkan hakim yang didukung olelh alat 

bukti yang sah supaya telrdakwa dapat dinyatakan belrsalahan selbagaimana yang 

tellah diuraikan dalam surat dakwaan. 

2. Bagi Telrdakwa atau Pelnasihat Hukum 

Belrbanding telrbalik delngan pelnuntut umum, maka pelmbuktian bagi telrdakwa 

atau pelnasihat hukum belrfungsi untuk melyakinkan hakim yang belrdasarkan 

pada alat bukti agar telrdakwa dibelbaskan atau lelpas dari tuntutan atau untuk 

melringankan pidananya.  

3. Bagi Hakim 

Pelmbuktian yang tellah dikelmukakan olelh pelnuntut umum dan telrdakwa atau 

pelnasihat hukum di muka pelrsidangan melnjadi dasar hakim untuk melmbuat 

putusan. 

 

Sistelm pelmbuktian dalam hukum pidana di Indonelsia melmelgang pelranan pelnting 

dalam melnjamin telrcapainya keladilan dalam prosels pelradilan. Upaya untuk 

melningkatkan elfelktivitas dan transparansi sistelm pelmbuktian di Indonelsia 

melmelrlukan relformasi relgulasi, pelningkatan kapasitas aparat, pelmanfaatan 

telknologi, pelrlindungan hak-hak pihak yang telrlibat, dan pelnelrapan melkanismel 

pelngawasan yang melnyelluruh. Langkah ini pelnting untuk melnciptakan pelradilan 

yang adil, akuntabell, dan melmbangun kelpelrcayaan publik. Delngan sistelm 

pelmbuktian yang kuat, keladilan substantif dapat ditelgakkan selcara konsisteln.37  

 

 

 

 

 

 

 

36
 Hari Sasangka & Lily Rosita. (2003). Hukum Pelmbuktian dalam Pelrkara Pidana. Bandung: 

Mandar Maju. hlm. 13. 
37 Rohman, dkk. Op. Cit. hlm. 289. 
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C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan  

Pada dasarnya “Stafbaar Felit” melrupakan istilah dalam bahasa Bellanda yang 

dalam bahasa Indonelsia ditelrjelmahkan delngan belrbagai istilah selpelrti:38 

1. Dellik (dellict); 

2. Pelristiwa pidana; 

3. Pelmbuatan pidana; 

4. Pelrbuatan-pelrbuatan yang dapat dihukum; 

5. Hal yang diancam delngan hukum; 

6. Pelrbuatan-pelrbuatan yang diancam delngan hukum; 

7. Tindak pidana. 

Moelljatno, belrpelndapat bahwa pelrbuatan pidana melrupakan pelrbuatan yang 

dilarang olelh satu aturan hukum yang diselrtai delngan ancaman sanksi pidana 

telrtelntu, bagi barang siapa yang mellanggar larangan telrselbut. Seldangkan melnurut 

Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu pelrbuatan yang pellakunya dapat 

dikelnakan hukuman pidana.39 

Belrdasarkan pada Pasal 1 angka 6 Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik 

Indonelsia Nomor 6 Tahun 2019 telntang Pelnyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud 

delngan tindak pidana adalah suatu pelrbuatan mellawan hukum belrupa tindak pidana 

atau pellanggaran yang diancam delngan hukuman pidana pelnjara, kurungan, atau 

delnda. Untuk melmahami lelbih lanjut melngelnai tindak pidana, pelnting untuk 

melnguraikan unsur-unsur yang melmbelntuknya, karelna suatu pelrbuatan hanya 

dapat dikatelgorikan selbagai tindak pidana apabila melmelnuhi unsur-unsur telrtelntu 

yang diteltapkan dalam hukum pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana diuraikan 

selbagai belrikut: 

1. Adanya pelrbuatan atau tingkah laku; 

2. Pelrbuatan telrselbut dilarang atau mellawan hukum; 

3. Kelsalahan (yang dilakukan olelh orang yang dapat dipelrtanggungjawabkan); 

4. Diancam delngan pidana atau hukuman pidana.40  

 

38
 Tri Andrisman. (2014). Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonelsia Selrta 

Pelrkelmbangannya Dalam Konselp KUHP 2013. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. hlm. 

69-71.  
39 Ibid. 
40

 Wahyu Widodo. (2015). Kriminologi & Hukum Pidana. Selmarang: Univelrsitas PGRI Selmarang 

Prelss. hlm. 88.  
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Pelrtanggungjawaban pidana telrhadap selselorang atau badan hukum hanya 

dimungkinkan apabila pelrbuatan yang dilakukan tellah melmelnuhi kritelria dellik 

formil dan dellik meltriil selbagimana yang tellah ditelntukan dalam hukum pidana.  

Dellik formil melrupakan dellik yang melnitibelratkan pada pelrbuatan yang dilakukan 

olelh pellaku, tanpa melmpelrhatikan akibat yang telrjadi dan pelrbuatan mellanggar 

hukum telrselbut dijadikan dasar bagi aparat pelnelgak hukum untuk melnghukum 

pellaku. Contohnya yaitu pelncurian, yang melnjadi fokus uatamnya yaitu tindakan 

melngambil barang milik orang lain tanpa izin, selhingga melngelsampingkan akibat 

yang mungkin timbul. Dellik matelriil melrupakan dellik yang melnitikbelratkan pada 

akibat yang ditimbulkan dari pelrbuatan mellawan hukum telrselbut, selpelrti celdelra 

fisik atau kelmatian. Contohnya yaitu pada tindak pidana pelmbunuhan, yang 

melnjadi fokus utamnya yaitu pelrbuatan yang melngakibatkan hilangnya nyawa 

selselorang.41 

Adami Chazawi belrpelndapat bahwa tindak pidana pelmbunuhan melrupakan tindak 

pidana telrhadap nyawa (misdrjn telgeln helt lelveln) yaitu tindakan pelnyelrangan 

telrhadap nyawa orang lain. Pelmbunuhan belrasal dari kata bunuh yang belrarti 

melmatikan atau melnghilangkan nyawa, seldangkan melmbunuh yaitu melmbuat agar 

mati. Kelmudian, pelmbunuhan belrarti orang atau alat yang dapat melmbunuh. Suatu 

pelrbuatan telrselbut dapat dikatakan selbagai pelmbunuhan apabila pelrbuatan 

dilakukan olelh selselorang delngan selngaja untuk melrampas nyawa orang lain.42 

Pelmbunuhan diklasifikasikan belrdasarkan kelsalahan pellaku (subjelctivel ellelmelnt) 

dan sasarannya (objelctivel ellelmelnt). Belrdasarkan kelsalahan pellaku, pelmbunuhan 

dibagi melnjadi yang dilakukan delngan selngaja (dolelnsel misdrijveln) telrdapat pada 

Pasal 338–350 KUHP dan karelna kelalpaan (culposel misdrijveln) telrdapat pada Pasal 

359 KUHP). Selmelntara itu, belrdasarkan sasarannya, pelmbunuhan melncakup tiga 

jelnis yaitu telrhadap jiwa manusia pada umumnya, telrhadap bayi baru lahir, dan 

telrhadap janin dalam kandungan.43 

 

 

41
 Mustakim La Delel. Op Cit. hlm. 52.  

42 Wahyu Widodo. Loc. Cit. hlm. 88-89. 
43 Wahyu Widodo. Loc.Cit. hlm. 90. 
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D. Peran Penyidik dan Ahli Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak 

Pidana Pembunuhan 

 

Belrdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud delngan pelnyidik 

adalah peljabat polisi nelgara Relpublik Indonelsia atau peljabat pelgawai nelgelri sipil 

telrtelntu yang dibelri welwelnang khusus olelh undang-undang untuk mellakukan 

pelnyidikan. Pelngelrtian telrkait delngan pelnyidik juga dijellaskan dalam Pasal 1 angka 

10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpublik 

Indonelsia yang belrbunyi bahwa pelnyidik adalah peljabat Kelpolisian Nelgara 

Relpublik Indonelsia yang dibelri welwelnang olelh undang-undang untuk mellakukan 

pelnyidikan.  

Selselorang yang dapat mellakukan pelnyidikan yaitu peljabat polisi nelgara Relpublik 

Indonelsia dan peljabat pelgawai nelgelri sipil telrtelntu yang dibelri welwelnang khusus 

olelh undang-undang selbagaimana tellah diatur selcara elksplisit dalam Pasal 6 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

Welwelnang adalah kelmampuan untuk mellakukan tindakan hukum, dimana 

tindakan-tindakan telrselbut dapat melnimbulkan akibat hukum yang melncakup 

timbul atau lelnyapnya akibat hukum telrselbut yang belrsumbelr dari pelraturan 

pelrundang-undangan. Dalam hukum welwelnang melncakup hak selrta kelwajiban 

(relchteln eln plichteln). Hak yaitu kelbelbasan untuk mellakukan suatu tindakan atau 

tidak mellakukan tindakan telrtelntu, seldangkan kelwajiban adalah kelharusan untuk 

mellakukan atau tidak mellakukan tindakan telrtelntu.44 

Tugas dan kelwelnangan pelnyidik tellah diuraikan delngan jellas dalam hukum positif 

Indonelsia yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia. Belrikut uraian telrkait delngan 

tugas dan kelwelnangan pelnyidik. 

 
44 Nurul Qomar & Farah Syah Relzah. (2023). Welwelnang Selbagai Instrumeln Pelnyellelnggaraan 

Pelmelrintahan Dalam Sistelm Nelgara Hukum. Jurnal Hukum, Pelndidikan & Sosial Kelagamaan. Vol 

2 No 2. hlm 207-208. 
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Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang melnguraikan bahwa pelnyidik 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karelna kelwajibannya 

melmpunyai welwelnang: 

a. Melnelrima laporan atau pelngaduan dari selorang telntang adanya tindak 

pidana; 

b. Mellakukan tindakan pelrtama pada saat di telmpat keljadian; 

c. Melnyuruh belrhelnti selorang telrsangka dan melmelriksa tanda pelngelnal diri 

telrsangka; 

d. Mellakukan pelnangkapan, pelnahanan, pelnggelleldahan dan pelnyitaan; 

e. Mellakukan pelmelriksaan dan pelnyitaan surat; 

f. Melngambil sidik jari dan melmotrelt selorang; 

g. Melmanggil orang untuk didelngar dan dipelriksa selbagai telrsangka atau 

saksi; 

h. Melndatangkan orang ahli yang dipelrlukan dalam hubungannya selngan 

pelmelriksaan pelrkara; 

i. Melngadakan pelnghelntian pelnyidikan; 

j. Melngadakan tindakan lain melnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpublik 

Indonelsia telrtuang dalam Pasal 16 Ayat (1) yang belrbunyi bahwa dalam rangka 

melnyellelnggarakan tugas selbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang 

prosels pidana, Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia belrwelnang untuk: 

a. Mellakukan pelnangkapan, pelnahanan, pelnggelleldahan, dan pelnyitaan; 

b. Mellarang seltiap orang melninggalkan atau melmasuki telmpat keljadian 

pelrkara untuk kelpelntingan pelnyidikan; 

c. Melmbawa dan melnghadapkan orang kelpada pelnyidik dalam rangka 

pelnyidikan; 

d. Melnyuruh belrhelnti orang yang dicurigai dan melnanyakan selrta melmelriksa 

tanda pelngelnal diri; 

e. Mellakukan pelmelriksaan dan pelnyitaan surat; 

f. Melmanggil orang untuk didelngar dan dipelriksa selbagai telrsangka atau 

saksi; 

g. Melndatangkan orang ahli yang dipelrlukan dalam hubungannya delngan 

pelmelriksaan pelrkara; 

h. Melngadakan pelnghelntian pelnyidikan; 

i. Melnyelrahkan belrkas pelrkara kelpada pelnuntut umum; 

j. Melngajukan pelrmintaan selcara langsung kelpada peljabat imigrasi yang 

belrwelnang di telmpat pelmelriksaan imigrasi dalam keladaan melndelsak atau 

melndadak untuk melncelgah atau melnangkal orang yang disangka 

mellakukan tindak pidana; 
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k. Melmbelri peltunjuk dan bantuan pelnyidikan kelpada pelnyidik pelgawai nelgelri 

sipil selrta melnelrima hasil pelnyidikan pelnyidik pelgawai nelgelri sipil untuk 

diselrahkan kelpada pelnuntut umum; dan 

l. Melngadakan tindakan lain melnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

 

Kelbelradaan ahli forelnsik juga melmelgang pelranan pelnting dalam prosels 

pelmbuktian dalam pelrkara pelmbunuhan. Untuk itu, selbellum melmbahas lelbih 

dalam telrkait delngan kontribusinya dalam prosels pelnyidikan, pelrlu telrlelbih dahulu 

dipahami pelngelrtian dan ruang lingkup tugas selorang ahli forelnsik.  

Selcara bahasa forelnsik belrasal dari bahasa latin “forelnsis” yang belrarti “dari luar” 

dan forelnsik juga selrumpun delngan kata forum yang belrarti telmpat umum. 

Kelmudian, selcara istilah forelnsik melrupakan salah satu bidang ilmu pelngeltahuan 

yang digunakan untuk melmbantu prosels pelnelgakan hukum untuk telrciptanya 

keladilan yang ditelrapkan mellalui ilmu atau sains.45 Kelmudian, selcara khusus 

doktelr forelnsik melrupakan bagian dari ahli forelnsik yang dapat diartikan selbagai 

doktelr yang melmiliki kelahlian dalam salah satu cabang ilmu keldoktelran yaitu pada 

spelsialistik ilmu keldoktelran forelnsik.46 

Ilmu forelnsik juga belrmanfaat untuk melwujudkan keladilan dan melmelcahkan 

masalah-masalah di bidang hukum khususnya pada pelrkara pidana yang ditelrapkan 

selcara ilmiah telrutama pada pelrkara-pelrkara pidana yang melnyangkut pelrusakan 

tubuh, kelselhatan dan nyawa pada manusia.47 

Ilmu forelnsik selbagai salah satu ilmu bantu yang digunakan untuk melndalami bukti 

dalam sistelm pelradilan pidana melmiliki belrbagai cabang yang masing-masing 

melmiliki spelsialisasi dan meltodel analisis yang belrbeld-belda. Belrikut uraian 

belbelrapa cabang ilmu forelnsik yang digunakan selbagai ilmu bantu dalam pelradilan 

pidana di Indonelsia: 

1) Patologi Forelnsik, yaitu cabang ilmu forelnsik yang belrfokus pada 

pelnyellidikan pelnyelbab kelmatian mellalui pelmelriksaan meldis dan autopsi. 

 
45 Ari Kusbiyanto & Wartini. (2025). Pelntingnya Ahli Forelnsik Dalam Sistelm Pelradilan Pidana 

Indonelsia. Fakultas Keldoktelran UNS. https://fk.uns.ac.id/indelx.php/belrita/deltail/662/pelntingnya-

ahli-forelnsik-dalam-sistelm-pelradilan-pidana-indonelsia. di aksels pada Minggu, 20 April 2025 pukul 

22.21 WIB 
46 Karim. (2023). Pelranan Hukum Forelnsik Dalam Pelnelgakan Hukum Di Indonelsia. Surabaya: 

Jakad Meldia Publishing. hlm. 14.  
47 Ibid. 
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2) Toksikologi Forelnsik, yaitu cabang ilmu forelnsik yang melnganalisis elfelk 

dari zat belracun atau obat-obatan pada tubuh manusia, yang belrfokus pada 

tindak pidana atau kelmatian yang melncurigakan. 

3) Ondontologi Forelnsik, yaitu cabang ilmu forelnsik yang melmnafaatkan ilmu 

keldoktelran gigi untuk melmbantu idelntifikasi korban dan pellaku tindak 

pidana telrutama kondisi tubuh korban atau pellaku tindak pidana sudah rusak 

parah sampai tidak dikelnali delngan cara lain. 

4) Forelnsik ELntomologi, yaitu cabang ilmu forelnsik yang melmpellajari 

selrangga untuk melmbantu pelnyellidikan kelmatian. Misalnya lalat dan 

kumbang yang ditelmukan pada jelnazah selrta dapat melmbelrikan peltunjuk 

waktu dan kondisi kelmatian. 

5) Forelnsik Ballistik, yaitu cabang ilmu forelnsik yang melmpellajari selnjata api 

dan proyelktil untuk melnyellidiki pada kasus-kasus yang mellibatkan 

telmbakan atau selnjata api. 

6) Forelnsik Digital, yaitu cabang ilmu forelnsik yang melnganalisis pelrangkat 

ellelktronik dan data digital untuk melngungkap tindak pidana. 

7) Forelnsik Pelncitraan, yaitu salah satu cabang ilmu forelnsik yang 

melmanfaatkan telknologi citra dan pelmroselsan gambar untuk melnganalisis 

bukti visual yang ditelmukan dalam pelnyidikan forelnsik dan untuk 

melnganalisis bukti fotografi dalam invelstigasi kelmatian atau kelcellakaan. 48 

 

Bantuan selorang ahli sangat dipelrlukan dalam pelngungkapan pelrkara pidana mulai 

dari tahap pelmelriksaan pelndahuluan sampai delngan tahap pelmelriksaan lanjutan di 

pelrsidangan. Pada tahap pelmelriksaan pelndahuluan bantuan dari ahli dapat 

melmbuat telrang suatu pelrkara pidana dan dapat melmbantu pelnyidik untuk 

melngeltahui siapa pellaku tindak pidana telrselbut. Seldangkan, pada tahap 

pelmelriksaan lanjutan di pelrsidangan keltelrangan ahli keldoktelran forelnsik dapat 

melmbantu hakim dalam prosels pelmbuktian di pelradilan agar hakim telrselbut dapat 

melnjatuhkan putusan delngan telpat telrhadap pelrkara yang seldang dipelriksa.49  

Selhubungan delngan hal telrselbut, keltelrlibatan ahli melnjadi salah satu faktor kunci 

dalam melndukung elfelktivitas prosels pelnelgakan hukum pidana telrutama dalam 

prosels pelradilan yang melmiliki hubungan selbagai belrikut:50 

 

 
48 Iwan Relsiwan. (2025). Pelngantar Hukum Forelnsik Indonelsia. Padang: Takaza Innovatix Labs. 

hlm. 15-19. 
49 Luthfi Arya Ravi Pambudi & Helri Purwanto. (2020). Pelran Bantuan Ahli Ilmu Keldoktelran 

Forelnsik Dalam Pelmbuktian Pelrkara Tindak Pidana Pelmbunuhan Pada Tahap Pelnyidikan. Jurnal 

Meldia Of Law And Sharia. Vol 1 No 2. hlm. 98. 
50 Josua Rombot, dkk. (2024). Kajian Hukum Pelmelriksaan Alat Bukti Delngan Melnggunakan 

Melthodel Scielntific Crimel Invelstigation Dalam Pelngungkapan Tindak Pidana Pelmbunuhan Di 

Pelngadilan Nelgelri Manado. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol 13 No 5. hlm. 6 
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1) Pelmelriksaan di Telmpat Keljadian Pelrkara (TKP) 

Ilmu forelnsik dapat dimanfaatkan dalam pelnyellidikan pelrkara pidana mellalui 

pelmelriksaan langsung di TKP atas pelrmintaan aparat pelnelgak hukum. Pelmelriksaan 

ini dilakukan olelh ahli forelnsik delngan meltodel scielntific crimel invelstigation yang 

belrtujuan untuk melmbantu melngungkap kasus tindak pidana pelmbunuhan. Meltodel 

ini melnjadi sangat pelnting keltika alat bukti yang dibutuhkan tidak melncukupi.  

2) Pelmelriksaan Telrhadap Korban  

Ahli forelnsik juga mellakukan pelmelriksaan telrhadap korban pelmbunuhan guna 

melngidelntifikasi adanya unsur pelnganiayaan atau pellanggaran kelsusilaan. Dalam 

kasus pellelcelhan selksual, proseldur visum elt relpelrtum akan dilakukan atas 

pelrmintaan pelnyidik selbagai bagian dari prosels hukum untuk melmastikan bukti 

meldis yang sah dan melndukung pelmbuktian di pelngadilan.  

Jelnis-jelnis pelmelriksaan dan idelntifikasi korban pelmbunuhan yang dilakukan di 

telmpat keljadian pelrkara (TKP) antara lain:51 

1) Tels DNA 

Seliring belrkelmbangnya modus keljahatan, pellaku selmakin jarang melninggalkan 

sidik jari di TKP. Olelh karelna itu, pelmelriksaan DNA melnjadi meltodel pelnting 

dalam prosels pelnyidikan. Sampell DNA ini bisa diambil dari bagian tubuh selpelrti 

gigi. Rambut, jaringan otot, air liur, darah, air mani, maupun kuku. Tels DNA tidak 

hanya melmbantu melngidelntifikasi pellaku tindak pidana, teltapi juga bisa digunakan 

untuk melnelntukan hubungan kelkelrabatan dan melnyimpan data dalam databasel. 

Jika sampell DNA ditelmukan di TKP, data telrselbut dapat dicocokkan delngan 

databasel DNA pellaku keljahatan yang sudah ada, selhingga prosels pellacakan 

melnjadi lelbih celpat dan akurat. 

2) Idelntifikasi Korban 

Melngeltahui idelntitas korban melnjadi langkah awal yang sangat pelnting dalam 

pelnyellidikan suatu kasus pelmbunuhan. Dari idelntifikasi ini, aparat bisa melnellusuri 

selbab dan akibat dari kelmatian korban, selrta mulai melnyusun kronologi keljadian. 

3) Pelmelriksaan Darah 

Pelmelriksaan belrcak darah adalah salah satu jelnis pelmelriksaan yang paling umum 

dilakukan di labolatorium forelnsik, karelna darah selring ditelmukan dalam belrbagai 

tindakan kelkelrasan. Tujuan utamanya adalah untuk melngeltahui siapa pelmilik darah 

telrselbut. Namun, selbellum dilakukan analisis lelbih lanjut, pelrlu dipastikan telrlelbih 

dahulu bahwa cairan melrah yang ditelmukan belnar-belnar darah. Maka dari itu pelrlu 

dilakukan pelmelriksaan untuk melnelntukan belrcak telrselbut belnar darah, darah dari 

manusia atau helwan, dan golongan darahnya (bila darah manusia). 

 

 
51 B. Farhana Kurnia Lelstari & Lalu Arfi Kusnaraharja. (2021). Pelran Ilmu Forelnsik Dalam 

Melmelcahkan Kasus Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Jurnal Unizar Law 

Relvielw. Vol 4 No 1. hlm. 122-123. 
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E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Selcara istilah pelnelgakan hukum dapat ditelmukan dalam belbelrapa bahasa asing 

selpelrti relchtstoelpassing atau relchtshandhaving (Bellanda), law elnforcelmelnt atau 

application (Amelrika). Kelmudian, selcara konselpsional pelnelgakan hukum 

melrupakan kelgiatan melnyelrasikan hubungan nilai-nilai yang telrtuang dalam 

kaidah-kaidah dan melwujudkan sikap selbagai rangkaian dari tindakan pelnjabaran 

nilai tahap akhir guna melnciptakan, melmellihara dan melmpelrtahankan keltelrtiban 

masyarakat.52 Namun, dalam pellaksanaannya, pelnelgakan hukum dipelngaruhi olelh 

belrbagai faktor yang saling belrkaitan. Faktor-faktor ini melnjadi pelnelntu belrhasil 

atau tidaknya prosels pelnelgakan hukum di telngah masyarakat. Faktor-faktor 

telrselbut antara lain selbagai belrikut: 

1. Faktor hukumnya selndiri (undang-undang) 

Hukum melrupakan suatu sistelm karelna di dalamnya telrdapat belrbagai bagian yang 

mungkin telrlihat telrpisah, teltapi selbelnarnya saling telrhubung dan melmbelntuk satu 

kelsatuan yang utuh.53 Delfinisi hukum selndiri telrdiri dari belbelrapa unsur selpelrti 

pelraturan melngelnai tingkah laku manusia, pelraturan dibuat olelh badan yang 

belrwelnang, pelraturan belrsifat melmaksa, dan pelraturan itu diselrtai sanksi yang 

telgas. Adapun ciri-ciri hukum yaitu adanya suatu pelrintah, larangan, dan kelbolelhan 

selrta adanya sanksi yang telgas.54 

Selbagai bagian yang tak telrpisahkan dari sistelm hukum, kelbelradaan pelraturan 

melmelgang pelranan pelnting selbagai peldoman dalam melngatur pelrilaku masyarakat, 

baik pelraturan tidak telrtulis maupun pelraturan telrtulis yang belrlaku umum dan 

dibuat olelh pelnguasa atau peljabat belrwelnang pada tingkat pusat maupun daelrah. 

Supaya pelraturan atau undang-undang telrselbut belrdampak positif dan melncapai 

tujuannya, maka telrdapat belbelrapa asas dalam undang-undang telrselbut antara lain 

selbagai belrikut: 

 
52 Nur Solikin. (2019). Hukum, Masyarakat dan Pelnelgakan Hukum. Jawa Timur: CV. Pelnelrbit Qiara 

Meldia, hlm. 82. 
53 Helrman & Manan Sailan. (2012). Pelngantar Hukum Indonelsia. Makassar: Badan Pelnelrbit 

Univelrsitas Nelgelri Makassar, hlm. 4 
54 Rahman Syamsuddin. (2019). Pelngantar Hukum Indonelsia. Makassar: Prelnadameldia Group, hlm. 
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a) Undang-undang tidak belrlaku surut, artinya hanya dapat ditelrapkan untuk 

keljadian yang telrjadi seltellah undang-undang telrselbut mulai belrlaku, bukan 

untuk pelristiwa yang telrjadi selbellumnya; 

b) Undang-undang yang dibuat olelh lelmbaga atau pelnguasa yang lelbih tinggi 

melmiliki kelkuatan hukum yang lelbih tinggi dibandingkan undang-undang 

yang dibuat olelh lelmbaga yang lelbih relndah; 

c) Undang-undang yang belrsifat khusus akan melngelsampingkan undang-

undang yang belrsifat umum, asalkan dibuat olelh lelmbaga yang sama; 

d) Undang-undang yang belrlaku lelbih baru akan melnggantikan undang-

undnag yang belrlaku selbellumnya; 

e) Undang-undang tidak bisa diganggu gugat, artinya tidak dapat diubah atau 

dibatalkan selcara selpihak olelh siapa pun sellain mellalui melkanismel hukum 

yang belrlaku; 

f) Undang-undang belrfungsi selbagai alat untuk melncapai kelseljahtelraan.55 

 

Belrbagai asas yang melnjadi dasar dalam sistelm hukum telrselbut, maka dapat 

dikeltahui bahwa faktor yang melmpelngaruhi pelnelgakan hukum yang belrsumbelr 

dari hukum itu selndiri yaitu diselbabkan olelh: 

a) Asas-asas belrlakunya undang-undang tidak ditelrapkan selbagaimana 

melstinya; 

b) Pelraturan pellaksana yang selharusnya melndukung pelnelrapan undang-

undang bellum telrseldia; 

c) Pelnggunaan istilah atau kata-kata dalam undang-undang kurang jellas, 

selhingga melnimbulkan kelbingungan dalam prosels pelnafsiran dan 

pelnelrapannya.56 

 

2. Faktor Pelnelgak Hukum 

Aparat pelnelgak hukum di Indonelsia telrdiri dari kelpolisian, keljaksaan, kelhakiman, 

pelngacara, dan lelmbaga pelmasyarakatan. Selrjono Soelkanto melnjellaskan bahwa 

yang dimaksud delngan pelnelgak hukum yaitu selselorang atau selkellompok orang 

yang selharusnya melnjadi telladan di telngah masyarakat, selhingga dituntut untuk 

melmiliki kelmampuan telrtelntu yang seljalan delngan harapan masyarakat. Aparat 

pelnelgak hukum pelrlu melmiliki keltelrampilan belrkomunikasi yang baik agar dapat 

 

55
 Soelrjono Soelkanto. Op.Cit., hlm. 11-13. 

56 Ibid., hlm. 17-18. 
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melnjalin pelmahaman delngan kellompok sasaran, selkaligus mampu melnjalankan 

pelran yang dapat ditelrima olelh masyarakat.  

Adapun faktor pelnelgakan hukum yang belrsumbelr dari aparat pelnelgak hukum yaitu 

selbagai belrikut: 

a) Kurangnya kelmampuan untuk melmahami sudut pandang atau posisi orang 

lain saat belrintelraksi; 

b) Masih relndahnya tingkat aspirasi atau harapan telrhadap pelrubahan yang 

lelbih baik; 

c) Minimnya selmangat untuk melrelncanakan masa delpan, selhingga sulit 

melmbuat pelrelncanaan atau proyelksi jangka panjang; 

d) Bellum adanya kelmampuan untuk melnahan diri dalam melmelnuhi kelbutuhan 

telrtelntu, khususnya kelbutuhan yang belrsifat matelriil; dan 

e) Relndahnya kelmampuan belrinovasi yang selbelnarnya belrbanding telrbalik 

delngan sikap yang celndelrung melmpelrtahankan kelbiasaan lama 

(konselrvatif).57 

 

 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Soelrjono Soelkanto melngatakan bahwa pelnelgakan hukum tidak akan belrjalan 

selcara elfelktif apabila tidak didukung olelh sarana atau fasilitas yang melmadai. 

Dukungan telrselbut melncakup sumbelr daya manusia yang belrpelndidikan dan 

melmiliki keltelrampilan, struktur organisasi yang telrtata delngan baik, keltelrseldiaan 

alat atau pelrlelngkapan yang melmadai, selrta pelndanaan yang cukup. Tanpa adanya 

unsur-unsur telrselbut, upaya pelnelgakan hukum akan sulit untuk melncapai hasil yang 

diharapkan.  

Belrikut belbelrapa hambatan dalam pelnelgakan hukum yang belrsumbelr pada faktor 

sarana dan fasilitas: 

a) Infrastruktur yang buruk, selpelrti jalan rusak, transporatasi yang tidak 

melmadai, dan sistelm komunikasi yang tidak lancar, dapat melnghambat 

kellancaran dan elfelktivitas pelnelgakan hukum; 

b) Fasilitas hukum yang telrbatas, misalnya ruang pelnyidikan, telmpat 

pelmelriksaan, dan fasilitas pelnahanan yang tidak melmadai, dapat 

melngganggu jalannya prosels hukum selcara optimal; 

 
57 Ibid., hlm. 34-35. 
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c) Kurangnya sumbelr daya manusia, selpelrti jumlah aparat pelnelgak hukum, 

jaksa, hakim, dan staf hukum yang tidak melncukupi, belrdampak pada 

lambatnya prosels hukum dan melnurunnya elfelktivitas pelnelgakan hukum.58 

 

4. Faktor Masyarakat  

Pelnelgakan hukum pada dasarnya belrasal dari masyarakat dan ditujukan untuk 

melnciptakan keltelntraman dalam kelhidupan sosial. Olelh karelna itu, masyarakat juga 

melmiliki pelran dalam melmelngaruhi prosels pelnelgakan hukum. Belrikut belbelrapa 

faktor yang timbul dari masyarakat yang dapat melnjadi pelnghambat dalam 

pelnelgakan hukum: 

a) Masyarakat kurang melmiliki kelsadaran atau pelmahaman bahwa hak-

haknya seldang dilanggar atau telrganggu; 

b) Masyarakat bellum melngeltahui adanya melkanismel hukum yang telrseldia 

untuk mellindungi kelpelntingannya; 

c) Bellum mampu melmanfaatkan jalur hukum karelna adanya kelndala finansial, 

psikologis, sosial, atau politik; 

d) Tidak melmiliki pelngalaman dalam belrpartisipasi dalam organisasi yang 

melmpelrjuangkan kelpelntingan pribadi maupun kellompok; 

e) Melmiliki pelngalaman yang kurang melnyelnangkan dalam belrintelraksi 

delngan aparat atau lelmbaga hukum formal.59 

 

5. Faktor Kelbudayaan 

Faktor kelbudayaan turut belrpelran dalam melmpelngaruhi prosels pelnelgakan hukum. 

Kelbudayaan hukum melncelrminkan nilai-nilai, norma, selrta tradisi yang hidup dan 

dijalankan dalam suatu masyarakat. Pelrbeldaan kelbudayaan hukum antar kellompok 

masyarakat dapat belrdampak pada cara melrelka melmahami, melnafsirkan, dan 

melnelrapkan aturan hukum dalma kelhidupan selhari-hari.60 

 

 

 

 

 

 
58 Info Hukum. (2025). Pelnelgakan Hukum: Pelngelrtian, Faktor, dan Tahapannya. Infohukum. 

https://fahum.umsu.ac.id/info/pelnelgakan-hukum-pelngelrtian-faktor-dan-tahapnya/, diaksels pada 

Minggu, 25 Meli 2025 pukul 18.37 WIB. 
59 Soelrjono Soelkanto, Op.Cit., hlm. 34-35. 
60 Info Hukum. Op.Cit., diaksels pada Minggu, 25 Meli 2025 pukul 19.19 WIB. 



 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Meltodel pelnellitian melrupakan bagian pelnting dalam suatu karya ilmiah karelna 

belrfungsi selbagai peldoman dalam melmpelrolelh dan melngolah data selcara sistelmatis 

dan objelktif. Delngan meltodel yang telrstruktur, prosels pelngkajian telrhadap suatu 

pelrmasalahan dapat dilakukan selcara ilmiah, selhingga hasil dari pelnellitian 

melmiliki dasar rasional dan logis.  

A. Pendekatan Masalah 

Pelndelkatan yang ditelrapkan dalam pelnellitian ini melliputi pelndelkatan yuridis 

normatif dan yuridis elmpiris, yang dijellaskan selbagai belrikut: 

1. Pelndelkatan yuridis normatif (lelgal relselarch) adalah pelnellitian yang melnelliti 

dan melngkaji hukum selbagai norma, aturan, asas hukum, prinisp hukum, doktrin 

hukum, telori hukum dan kelpustakaan lainnnya yang belrfungsi untuk 

melmbelrikan jawaban atas pelrmasalahan hukum yang seldang ditelliti. Pelndelkatan 

yuridis normatif dapat diselbut delngan pelnellitian hukum doktrinal karelna pada 

pelnellitian ini hanya belrfokus pada pelraturan yang telrtulis atau bahan-bahan 

hukum.61 

2. Pelndelkatan yuridis elmpiris (elmpirical lelgal relselarch) adalah pelnellitian hukum 

yang digunakan untuk melmahami hukum dalam praktik nyata selrta melngkaji 

bagaimana hukum dijalankan dalam kelhidupan masyarakat, individu, kellompok 

dan Lelmbaga hukum dalam masyarakat delngan mellihat belrdasarkan pada 

pelrilaku individu, masyarakat, organisasi atau Lelmbaga hukum dalam 

pelnelrapan atau belrlakunya hukum.62 

 

 
61 Muhaimin. Op Cit. hlm. 45-48 
62 Kadelk ELdo Selptian Wiradharma, dkk, Loc.Cit. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Data dalam selbuah pelnellitian melrupakan bahan pokok yang belrsifat selntral karelna 

delngan adanya bahan pokok telrselbut data dapat diolah dan dianalisis guna 

melnjawab pelrmasalahan dalam pelnellitian. Supaya data yang akan diambil selsuai 

delngan kelbutuhan pelnellitian maka harus dipilih dan ditelntukan sumbelr datanya 

telrlelbih dahaulu.63 Adapun yang melnjadi sumbelr dan jelnis data pada pelnellitian ini 

yaitu selbagai belrikut:  

1. Data Primelr 

Data primelr melrupakan data dari lapangan yang dipelrolelh langsung mellalui 

narasumbelr yang belrkaitan delngan topik pelnellitian. Data ini melnjadi sumbelr utama 

yang dipelrolelh pelnulis mellalui wawancara yang akan dilakukan delngan pihak-

pihak yang rellelvan. Seltellah data dipelrolelh, pelnulis akan melngkaji dan melnelliti 

selcara melndalam untuk melmahami pelrmasalahan yang ditelliti.   

2. Data Selkundelr 

Data selkundelr ialah data yang sudah telrseldia dan telrkompilasi dalam belntuk 

kelpustakaan atau dokumeln hukum yang melmpelrmudah pelnulis dalam 

melngumpulkan data yang belrasal dari sumbelr yang melnyeldiakannya dan pelnulis 

tak pelrlu untuk melncari data dari sumbelr aslinya.64 Data selkudelr dalam pelnellitian 

skripsi ini telrbagai atas 3 (tiga) klasifikasi yang diuraikan selbagai belrikut: 

a) Bahan Hukum Primelr, yaitu bahan hukum yang melmuat keltelntuan dan kaidah 

hukum yang belrsifat melngikat yang telrdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP); 

 
63 Agung ELdy Wibowo. (2021). Meltodologi Pelnellitian: Pandangan Untuk Melnulis Karya Ilmiah. 

Cirelbon: Insania. hlm. 95. 
64 David Tan. (2021). Meltodel Pelnellitian Hukum: Melngupas Dan Melngulas Meltodologi Dalam 

Melnyellelnggarakan Pelnellitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pelngeltahuan Sosial. Vol 8 No 8. 

hlm. 2471-2472. 
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpublik 

Indonelsia. 

5. Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 6 Tahun 

2019 telntang Pelnyidikan Tindak Pidana. 

 

b) Bahan Hukum Selkundelr, yaitu bahan hukum yang belrfungsi untuk melnjellaskan 

dan melnguraikan bahan hukum primelr yang telrdiri atas buku-buku litellatur, 

artikell jurnal, hasil-hasil pelnellitian telrdahulu yang telrmuat dalam skripsi, telsis, 

maupun diselrtasi, pelndapat ahli, dan data-data yang dirilis olelh lelmbaga-

lelmbaga pelngkajian. 

 

c) Bahan Hukum Telrsielr, yaitu bahan hukum yang melnjadi pellelngkap telrhadap 

bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr selpelrti welbsitel, elnsiklopeldia 

hukum, kamus hukum dan lain-lain.  

 

 

C. Penentuan Narasumber 

Pelnellitian yang dirumuskan dalam belntuk skripsi ini melnggunakan narasumbelr 

yang tellah dipilih selcara sellelktif delngan melmpelrtimbangkan rellelvansi dan 

kompeltelnsi narasumbelr telrhadap topik yang ditelliti. Pelnulis melmilih individu-

individu yang melmiliki keltelrlibatan langsung maupun individu yang melmiliki 

pelmahaman melndalam melngelnai prosels pelnyidikan dan pelmbuktian pelrkara 

pidana, khususnya yang belrkaitan delngan pelnggunaan meltodel scielntific crimel 

invelstigation. Narasumbelr telrselbut yaitu selbagai belrikut: 

1. Hakim Pada Pelngadilan Nelgelri Melnggala   : 1 orang 

2. Jaksa Pada Keljaksaan Nelgelri Melsuji    : 1 orang 

3. Pelnyidik Pada Kelpolisian Relsor Kab. Melsuji   : 1 orang 

4. Doktelr Forelnsik dari Labolatorium Forelnsik RS Bhayangkara  

Polda Lampung       : 1 orang 

5. Doseln Hukum Pidana Fakultas Hukum Univelrsitas Lampung : 1 orang  

Jumlah      : 5 orang 
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D. Penentuan Pengumpulan Pengolahan Data 

1. Pelnelntuan Pelngumpulan Data 

Pelnellitian ini melnggunakan 2 (dua) jelnis pelngumpulan data yaitu mellalui studi 

pustaka dan studi lapangan yang diuraikan selbagai belrikut: 

a. Studi Pustaka (Library Relselarch) 

Prosels pelngumpulan data melnggunakan studi kelpustakaan yaitu delngan melnellaah 

dan melnganilisis belrbagai data yang tellah dipelrolelh dari sumbelr hukum primelr dan 

sumbelr hukum selkundelr yang kelmudian dirumuskan delngan cara melncatat dan 

melngutip data-data yang rellelvan dari litelratur, pelraturan pelrundang-undangan, 

dokumeln relsmi, maupun karya ilmiah lainnya.  

b. Studi Lapangan (Fielld Relselarch) 

Guna melmpelrolelh data primelr maka dipelrlukannya pelngumpulan data mellalui 

studi lapangan yang dilakukan delngan mellakukan wawancara yang melndalam 

delngan narasumbelr yang melmiliki keltelrkaitan delngan pelrmasalahan yang ditelliti. 

Mellalui studi lapangan, pelnulis dapat melnggali informasi faktual melngelnai 

pelnelrapan meltodel scielntific crimel invelstigation, telrmasuk kelndala yang dihadapi 

dalam praktiknya. Data yang dipelrolelh dari studi lapangan ini belrfungsi selbagai 

pellelngkap dan pelnguat dari data yang tellah dikumpulkan mellalui studi 

kelpustakaan. 

 

2. Pelnelntuan Pelngolahan Data 

Pelngolahan data dalam pelnellitian ini melncakup Langkah-langkah selbagai belrikut: 

a. Idelntifikasi data, yaitu prosels awal dalam pelngolahan data yang belrtujuan untuk 

melmilah dan melngelnali jelnis data yang tellah dipelrolelh dari sumbelr hukum 

primelr dan sumbelr hukum selkundelr. 

b. Klasifikasi data, yaitu pelngellompokkan data dan bahan hukum yang tellah 

telrkumpul kel dalam katelgori telrtelntu agar melmudahkan pelnulis dalam 

melnganalisis guna melmpelrolelh data yang belnar-belnar objelktif.  
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c. Sistelmatisasi data, yaitu tahapan pelnyusunan data yang tellah diklasifikasi kel 

dalam urutan atau struktur telrtelntu agar mudah dipahami dan dianalisis selsuai 

delngan topik pelnellitian. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data pada pelnellitian ini belrsifat kualitatif yaitu delngan melnjellaskan dan 

melnguraikan data hasil pelnellitian yang dipelrolelh mellalui studi kelpustakaan dan 

studi lapangan yang kelmudian dituangkan selcara delskriptif untuk sellanjutnya 

melmpelrolelh pelmahaman yang melndalam telrkait delngan pelrmasalahan yang 

ditelliti. Kelmudian dipelrolelh kelsimpulan delngan melnggunakan pelndelkatan induktif 

  



 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan melngelnai pelnelrapan Scielntific Crimel 

Invelstigation (SCI) dalam pelmbuktian pelrkara tindak pidana pelmbunuhan telrhadap 

siswi SMK Nelgelri 1 Tanjung Raya Melsuji belrdasarkan Putusan Nomor: 

425/Pid.B/2024/PN Mgl maka pelnulis melnarik kelsimpulan selbagai belrikut: 

1. Pelnelrapan meltodel Scielntific Crimel Invelstigation (SCI) dalam pelrkara 

pelmbunuhan siswi SMK Nelgelri 1 Tanjung Raya Melsuji dilakukan mellalui 3 

(tiga) bidang SCI yang telrdiri dari idelntifikasi, keldoktelran forelnsik mellalui 

visum elt relpelrtum, dan pelmelriksaan labolatorium forelnsik yang dituangkan 

dalam Belrita Acara Pelmelriksaan hasil uji DNA. Bidang idelntifikasi melmbantu 

dalam prosels pelnellusuran dan pelnelntuan idelntitas pellaku selhingga melmpelrkuat 

tahapan pelnyidikan, selmelntara telmuan dari bidang keldoktelran forelnsik dan 

labolatorium forelnsik belrfungsi selbagai alat bukti surat dan keltelrangan ahli yang 

sah melnurut KUHAP. Belrdasarkan pada keltiga bidang telrselbut, yang melmiliki 

nilai pelmbuktian adalah bidang keldoktelran forelnsik dan labolatorium forelnsik 

karelna mampu melnjellaskan selcara ilmiah selbab kelmatian, belntuk kelkelrasan 

yang dialami korban, dan hubungan biologis antara korban dan pellaku. Telmuan 

dari keldua bidang telrselbut kelmudian dikualifikasikan selbagai alat bukti surat 

dan dipelrkuat delngan keltelrangan ahli yang sah melnurut KUHAP. Selcara 

kelselluruhan prosels SCI telrselbut mampu melnutupi keltelrbatasan alat bukti 

konvelnsional dan melmbantu hakim dalam melmbangun kelyakinan selcara akurat 

dan objelktif dalam melmutus pelrkara. 
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2. Faktor pelnghambat dalam pelnelrapan meltodel Scielntific Crimel Invelstigation 

(SCI) dalam pelrkara pelmbunuhan siswi SMK Nelgelri 1 Tanjung Raya Melsuji 

tidak hanya belrasal dari faktor sarana dan fasilitas, teltapi juga dari faktor 

pelnelgak hukum, faktor masyarakat, dan kelndala struktural dalam sistelm 

pelndukung pelnelgakan hukum. Dari aspelk sarana dan fasilitas, keltelrbatasan 

pelralatan telknologi forelnsik dan alat analisis digital di tingkat daelrah 

melnyelbabkan prosels pelngumpulan dan pelngolahan bukti ilmiah bellum dapat 

dilakukan selcara optimal. Dari aspelk pelnelgak hukum, keltelrbatasan jumlah 

pelnyidik, tingginya belban kelrja, dan kurang optimalnya koordinasi antar aparat 

turut melmpelrlambat prosels pelnyidikan. Sellain itu, faktor masyarakat juga 

melnjadi hambatan karelna masih relndahnya pelmahaman untuk melnjaga kelaslian 

telmpat keljadian pelrkara. Adapun keltiadaan labolatorium forelnsik DNA di 

Lampung melrupakan kelndala struktural yang melnunjukkan bellum melratanya 

distribusi fasilitas forelnsik nelgara, selhingga pelnyidik harus belrgantung pada 

Puslabfor di Jakarta yang belrdampak pada lamanya prosels pelmelriksaan. Delngan 

delmikian, melskipun dasar hukum SCI sudah kuat kelbelrhasilannya teltap sangat 

ditelntukan olelh kelsiapan fasilitas, kelmampuan aparat pelnelgak hukum, 

dukungan masyarakat, dan pelrbaikan sistelm pelndukung selcara kellelmbagaan. 

 

B. Saran 

Belrdasarkan hasil analisis dan pelmbahasan yang tellah dilakukan selrta dirumuskan 

dalam kelsimpulan, maka pelnulis melmbelrikan saran yang dapat diimplelmelntasikan 

dalam pelnelrapan Scielntific Crimel Invelstigation (SCI) olelh aparat pelnelgak hukum 

dalam pelmbuktian pelrkara tindak pidana pelmbunuhan telrhadap siswi SMK Nelgelri 

1 Tanjung Raya Melsuji belrdasarkan Putusan Nomor: 425/Pid.B/2024/PN Mgl, 

belrupa: 

1. Kelpada aparat pelnelgak hukum, khususnya pelnyidik kelpolisian untuk telrus 

melngoptimalkan dan melngelmbangkan pelnelrapan meltodel Scielntific Crimel 

Invelstigation (SCI) dalam pelnanganan pelrkara tindak pidana yang komplelks, 

delngan melningkatkan kompeltelnsi sumbelr daya manusia selrta pelmanfaatan 

telknologi forelnsik yang melmadai. Sellain itu, lelmbaga pelnunjang forelnsik 

diharapkan dapat melmpelrkuat koordinasi antar bidang selpelrti idelntifikasi, 
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keldoktelran forelnsik, dan labolatorium forelnsik agar hasil pelmelriksaan ilmiah 

dapat dimanfaatkan selcara maksimal dalam prosels pelmbuktian.  

2. Kelpada pelmelrintah pusat dan pelmelrintah daelrah belrsama delngan Kelpolisian 

Nelgara Relpublik Indonelsia untuk melmpelrbaiki sistelm pelndukung pelnelgakan 

hukum mellalui pelmelrataan pelmbangunan dan distribusi fasilitas forelnsik, 

khususnya delngan melmpelrmudah aksels telrhadap labolatorium forelnsik DNA di 

daelrah guna melngatasi kelndala struktural akibat masih telrpusatnya fasilitas 

telrselbut di Jakarta. Sellain itu pelrlu ditingkatkan keltelrseldiaan sarana dan fasilitas 

forelnsik, khususnya delngan mellelngkapi pelralatan pelndukung pelnyidikan 

belrbasis ilmiah lainnya. Kelmudian kelpada aparat pelnelgak hukum telrutama 

kelpolisian dan keljaksaan pelrlu untuk melmpelrkuat koordinasi dan sinelrgi antar 

instansi selrta mellakukan pelnambahan dan pelmelrataan jumlah pelnyidik guna 

melngurangi belban kelrja yang belrlelbihan dan melmpelrcelpat prosels pelnyidikan. 

Sellain itu,  masyarakat pelrlu dibelrikan eldukasi dan sosialisasi hukum selcara 

belrkellanjutan melngelnai  pelntingnya melnjaga kelaslian telmpat keljadian pelrkara 

(TKP). Delngan dukungan fasilitas dan sarana yang melrata, koordinasi yang 

baik, dan pelmahaman masyarakat yang melningkat, prosels pelngungkapan 

pelrkara dapat dilakukan delngan lelbih celpat, akurat, dan objelktif. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Buku-Buku 

 

Alfitra. (2017). Hukum Pelmbuktian Dalam Belracara Pidana, Pelrdata, Dan 

Korupsi Di Indonelsia. Jakarta: Raih Asa Suksels. 

Amin, al. (2020). Hukum Pelmbuktian dalam Pelrkara Pidana dan Pelrdata. 

Yogyakarta: Delelpublish.  

Andrisman, Tri & Gunawan Jatmiko. (2015). Hukum Acara Pidana. Bandar 

Lampung: Justicel Publishelr. 

 

Andrisman, Tri. (2014). Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonelsia 

Selrta Pelrkelmbangannya Dalam Konselp KUHP 2013. Bandar Lampung: 

Anugrah Utama Raharja. 

 

Bahasuan, Nabil. (2023). Buku Ajar Ilmu Keldoktelran Forelnsik Meldikolelgal. 

Surabaya: Arvi Jaya Abadi. 

 

Darmawati. (2022). Sosiologi Hukum. Sulawelsi Sellatan: Relsota Meldiatama. 

 

Delel, Mustakim La. (2024). Hukum Pelmbuktian Dalam Pelrkara Pidana. Meldan: 

Meldia Pelnelrbit Indonelsia. 

 

Imron, Ali & Muhamad Iqbal. (2019). Hukum Pelmbuktian. Tangelrang Sellatan: 

Unpam Prelss. 

 

Karim. (2023). Pelranan Hukum Forelnsik Dalam Pelnelgakan Hukum Di Indonelsia. 

Surabaya: Jakad Meldia Publishing. 

 

Kurniasih, Delwi, dkk. (2019). Telknik Analisa. Bandung: Alfabelta. 

 

Muhaimin. (2020). Meltodel Pelnellitian Hukum. Mataram: Mataram Univelrsity 

Prelss. 

 

Nasution, Karim. (1976). Masalah Hukum Pelmbuktian Dalam Prosels Pidana. 

Jakarta: BPHN.  

 



 

 

 

1 

Relsiwan, Iwan. (2025). Pelngantar Hukum Forelnsik Indonelsia. Padang: Takaza 

Innovatix Labs. 

 

Sasangka, Hari & Lily Rosita. (2003). Hukum Pelmbuktian dalam Pelrkara Pidana. 

Bandung: Mandar Maju. 

  

Sailan, Helrman & Manan. (2012). Pelngantar Hukum Indonelsia. Makassar: Badan 

Pelnelrbit Univelrsitas Nelgelri Makassar. 

 

Shafira, Maya, dkk. (2022). Sistelm Pelradilan Pidana. Bandar Lampung: Pusaka 

Meldia. 

 

Syamsuddin, Rahman. (2019). Pelngantar Hukum Indonelsia. Makassar: 

Prelnadameldia Group. 

 

Solikin, Nur. (2019). Hukum, Masyarakat dan Pelnelgakan Hukum. Jawa Timur: CV. 

Pelnelrbit Qiara Meldia. 

 

Takariawan. Agus. (2019). Hukum Pelmbuktian Dalam Pelrkara Pidana Di 

Indonelsia. Bandung: Pustaka Relka Cipta. 

 

Wibowo, Agung ELdy. (2021). Meltodologi Pelnellitian: Pandangan Untuk Melnulis 

Karya Ilmiah. Cirelbon: Insania. 

 

Widodo, Wahyu. (2015). Kriminologi & Hukum Pidana. Selmarang: Univelrsitas 

PGRI Selmarang Prelss. 

 

Yudianto, Ahmad. (2020). Ilmu Keldoktelran Forelnsik. Surabaya: Scopindo Meldia 

Pustaka. 

 

 

B. Jurnal/Skripsi 

Alma, Pandel Putu Thalia, I Nyoman Geldel Sugiartha & Keltut Adi Wirawan. (2023). 

Analisis Pelmelriksaan Alat Bukti Mellalui Meltodel Scielntific Crimel 

Invelstigation Dalam Pelngungkapan Kasus Tindak Pidana Pelmbunuhan di 

Polrelsta Delnpasar. Jurnal Analogi Hukum. Vol 5 No 3. 

 

Asrudi, Ruslan Ranggong, Abd. Haris Hamid. (2023). ELfelktivitas Meltodel 

Pelmbuktian Scielntific Crimel Invelstigation Di Polda Sulawelsi Barat. 

Indonelsian Journal of Lelgality of Law. Vol 6 No 1. 

 

Bakhtiar, Handar Subhandi. (2022). Pelntingnya Bukti Forelnsik Pada Pelmbuktian 

Tindak Pidana. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi. Vol 3 No 2. 

 



 

 

 

2 

Gumellang, Fabritio Felrdinand, dkk. (2022). Kajian Yuridis Telrhadap Putusan 

Hakim Dalam Suatu Pelrkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP. 

Jurnal Lelx Privatum. Vol. 1- No. 4. 

 

Gulo, Nimelrodi & Cornellius Dikael Zolohelfona Gulo. (2024). Timbulnya 

Kelyakinan Hakim dalam Hukum Pelmbuktian Pelrkara Pidana di Pelradilan 

Indonelsia. Jurnal Unels Law Relvielw. Vol 6 No 3. 

 

Hadi, Satrio Nur & SD. Fuji Lelstari Hasibuan. (2022). Analisis Pelmbongkaran 

Jelnazah Dalam Prelspelktif Keldoktelran Forelnsik Untuk Mellakukan Otopsi 

Yang Keldua. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol 3 No 2. hlm. 2. 

 

Lelstari, B. Farhana Kurnia & Lalu Arfi Kusnaraharja. (2021). Pelran Ilmu Forelnsik 

Dalam Melmelcahkan Kasus Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit 

Bhayangkara Mataram. Jurnal Unizar Law Relvielw. Vol 4 No 1. 

 

Marjuki, Niki dan Budi Sastra Panjaitan. (2024). Pelnelrapan Scielntific Crimel 

Invelstigation (SCI) Dalam Pelngungkapan Kasus Tindak Pidana Di 

Indonelsia (Studi Putusan PT Meldan No. 1250/Pid/2020/PT Mdn). Jurnal 

Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol 5 No 1.  

 

Nasarudin, Annisa Nurfadhila & Muhammad Rusli Arafat. (2023). Pelranan Dan 

Keldudukan Visum ELt Relpelrtum Selbagai Alat Bukti Tindak Pidana 

Pelrkosaan. Jurnal Ilmiah Wahana Pelndidikan. Vol 9 No 14. 

 

Pambudi, Luthfi Arya Ravi & Helri Purwanto. (2020). Pelran Bantuan Ahli Ilmu 

Keldoktelran Forelnsik Dalam Pelmbuktian Pelrkara Tindak Pidana 

Pelmbunuhan Pada Tahap Pelnyidikan. Jurnal Meldia Of Law And Sharia. Vol 

1 No 2. 

 

Pitriani, dkk. (2023). Pelnggunaan Meltodel Scielntific Crimel Invelstigation 

Dihubungkan Delngan Pasal 34 Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara 

Relpublik Indonelsia Nomor 6 Tahun 2019 Telntang Pelncabutan Pelraturan 

Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 14 Tahun 2012 

Telntang Manajelmeln Pelnyidikan Tindak Pidana Dalam Pelngungkapan 

Tindak Pidana Pellelcelhan Selksual Di Kelpolisian Relsor Majalelngka Pelriodel 

2021-2022. Jurnal Pustaka Galuh Justisi. Vol 2 No 1. 

 

Puspitasari, Isti. (2024). Kelabsahan Scielntific Crimel Invelstigation Selbagai Alat 

Bukti Dalam Prosels Pelmbuktian Pelrkara pelmbunuhan. Jurnal Hukum 

Pelrdata dan Pidana. Vol 1 No 4. 

 

Qomar, Nurul & Farah Syah Relzah. (2023). Welwelnang Selbagai Instrumeln 

Pelnyellelnggaraan Pelmelrintahan Dalam Sistelm Nelgara Hukum. Jurnal 

Hukum, Pelndidikan & Sosial Kelagamaan. Vol 2 No 2. 

 



 

 

 

3 

Rombot, Josua, dkk. (2024). Kajian Hukum Pelmelriksaan Alat Bukti Delngan 

Melnggunakan Melthodel Scielntific Crimel Invelstigation Dalam 

Pelngungkapan Tindak Pidana Pelmbunuhan Di Pelngadilan Nelgelri Manado. 

Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol 13 No 5. 

 

Rohman, dkk. (2024). Sistelm Pelmbuktian Dalam Hukum Pidana Indonelsia Dan 

Tantangan Dalam Prosels Pelradilan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. 

Vol 1 No 3. 

 

Sativa, Riza. (2021). Scielntific Invelstigation dalam Pelnyidikan Tindak Pidana 

Pelmbunuhan. Jurnal Ilmu Kelpolisian. Vol 15 No 1.  

 

Satria, Rahmad, dkk. (2022). Analisis Yuridis telrhadap Judicial Relvielw Mahkamah 

Konstitusi dalam Kaitannya delngan Prosels Pelnyidikan : Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015. Arus Jurnal 

Sosial dan Humaniora (AJSH). Vol 2 No 2. 

 

Selmbiring, Rudy Kosasih Marlin & Halimah. (2023). Pelran Kelpolisian Nelgara 

Relpublik Indonelsia Dalam Pelnelrapan Sistelm Pelradilan Pidana. Jurnal Ilmu 

Kelpolisian. Vol 17 No 3. 

 

Tan, David. (2021). Meltodel Pelnellitian Hukum: Melngupas Dan Melngulas 

Meltodologi Dalam Melnyellelnggarakan Pelnellitian Hukum. Nusantara: 

Jurnal Ilmu Pelngeltahuan Sosial. Vol 8 No 8. 

 

Willy Yohanels Tola & Hudi Yusuf. (2025). Pelmanfaatan Telknologi DNA Forelnsik 

Selbagai Alat Bukti Ilmiah Dalam Tindak Pidana Pelmelrkosaan Dan 

Pelmbunuhan. Jurnal Intellelk dan Celndelkiawan Nusantara. Vol 2 No 4. 

 

Warman, Aditya, M. Syukri Akub dan Wiwiel Helryani. (2021). ELfelktivitas 

Pelnelrapan Scielntific Crimel Invelstigation Telrhadap Pelmbuktian Dalam 

Pelrkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol 4 No 3. 

  

Wiradharma, Kadelk ELdo Selptian, dkk. (2023). Pelranan Unit Idelntifikasi Untuk 

Melngungkapkan Suatu Tindak Pidana Dalam Prosels Pelnyidikan. Jurnal 

Intelrpreltasi Hukum. Vol 4 No 1. 

 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia 1945. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telntang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 



 

 

 

4 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpublik 

Indonelsia. 

Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 6 Tahun 2019 

telntang Pelnyidikan Tindak Pidana 

 

D. Putusan 

 

Putusan Nomor: 425/Pid.B/2024/PN Mgl. 

 

 

E. Website  

Handayani,Velrury Velrona. (2019). Melngelnal Lelbih Delkat Labolatorium Forelnsik. 

https://www.halodoc.com/artikell/melngelnal-lelbih-delkat-laboratorium-

forelnsik. 

 

Hukum, Info. (2025). Pelnelgakan Hukum: Pelngelrtian, Faktor, dan Tahapannya. 

Infohukum. https://fahum.umsu.ac.id/info/pelnelgakan-hukum-pelngelrtian-

faktor-dan-tahapnya/. 

 

Kusbiyanto, Ari & Wartini. (2025). Pelntingnya Ahli Forelnsik Dalam Sistelm 

Pelradilan Pidana Indonelsia. Fakultas Keldoktelran UNS. 

https://fk.uns.ac.id/indelx.php/belrita/deltail/662/pelntingnya-ahli-forelnsik-

dalam-sistelm-pelradilan-pidana-indonelsia.  

 

Munawaroh, Nafiatul. (2024). Apa Pelrbeldaan Alat Bukti dan Barang Bukti?. 

Hukum Onlinel.com. https://www.hukumonlinel.com/klinik/a/apa-

pelrbeldaan-alat-bukti-delngan-barang-bukti--lt4el8elc99el4d2ael/. 

 

Prayatna, ELrisamdy. (2022). Pelngelrtian dan Dasar Kelwelnangan Labolatorium 

Forelnsik. https://www.elrisamdyprayatna.com/2022/03/pelngelrtian-dan-

dasar-kelwelnangan.html. 

 

Saputra, Tomi. (2024). Minim Alat Bukti Jadi Kelndala Polisi Ungkap Kasus 

Telwasnya Anggi. Deltiksumbagsell. 

https://www.deltik.com/sumbagsell/hukum-dan-kriminal/d-7381039/minim-

alat-bukti-jadi-kelndala-polisi-ungkap-kasus-telwasnya-anggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


